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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Profil Lembaga 

Perpres RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa BKKBN (Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

kesehatan. Saat ini BKKBN dipimpin oleh dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). 

BKKBN Pusat memiliki lima deputi bidang, satu sekretariat utama dan 

satu inspektorat utama. 

BKKBN memiliki tiga nilai Revolusi Mental, yaitu: (www.bkkbn.go.id, 

11/09/2019) 

1. Integritas (jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak 

munafik). 

2. Etos kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif 

dan produktif). 

3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi 

pada kemaslahatan umum. 

Sedangkan Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 5 nilai 

sebagai berikut: (www.yogya.bkkbn.go.id, 11/09/2019) 

1. Cerdas, adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif 

dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. 

2. Tangguh, adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk 

mencapai tujuan. 

3. Kerjasama, adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip 

kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta 

http://www.bkkbn.go.id/
http://www.yogya.bkkbn.go.id/
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menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan 

bersama. 

4. Integritas, adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten 

antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

5. Ikhlas, adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan tulus dan sungguh-sungguh. 

 

B. Visi Misi Organisasi 

Visi  

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan 

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.” 

Misi 

1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan. 

2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 

3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. 

4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam Pengelolaan 

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. 

5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. 

 

C. Tugas dan Fungsi Organisasi 

 Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN 

“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk 

dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi: 

(www.bkkbn.go.id, 11/09/2019) 

1. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi 

kebijakan di bidang KKB. 

2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB. 

http://www.bkkbn.go.id/
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3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian 

penduduk dan KB. 

4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang 

KKB. 

5. Penetapan perkiraaan pengendalian penduduk secara nasional. 

6. Penyusunan desain Program KKBPK. 

7. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB 

(PKB/PLKB). 

8. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk 

kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional. 

9. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. 

10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan 

dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi 

(KR). 

11. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

12. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga 

melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

13. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh 

KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). 

14. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

15. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB. 

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di 

bidang KKB. 
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2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum 

di lingkungan BKKBN. 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab BKKBN. 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN. 

5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB. 

 

 Tugas Pokok dan Fungsi Kedeputian BKKBN 

Bagian Kelima pasal 16 Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2010 

menyebutkan bahwa Deputi Bidang KB-KR (Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi) mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi. 

Sedangkan fungsi Deputi Bidang KB-KR memiliki beberapa fungsi, 

antara lain: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang KB-KR. 

2. Pelaksana kebijakan teknis di bidang KB-KR. 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB-

KR. 

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB-KR. 

5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB-KR. 

 

 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat/Perwakilan BKKBN Provinsi 

Tugas pokok Perwakilan BKKBN Provinsi DIY sama dengan tugas 

pokok BKKBN pusat, yaitu “Melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 

berencana”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

BKKBN menyelenggarakan fungsi: (www.yogya.bkkbn.go.id, 

17/09/2019) 
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1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk 

dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

3. Pelaksana advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

4. Penyelenggara komunikasi, informasi dan edukasi di bidang 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

5. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

7. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di 

bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 

berencana. 

8. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum 

di lingkungan BKKBN. 

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab BKKBN. 

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN 

11. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 

 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang/Bagian 

Perka (Peraturan Kepala) BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi pasal 14, 

Bidang KB-KR mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang KB-KR. Dalam menjalankan tugas tersebut, 
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Bidang KB-KR menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 15 dalam 

peraturan yang sama, sebagai berikut: 

1. Penyimpanan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 

kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta. 

2. Penyimpanan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan 

kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 

kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus. 

3. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang KR. 

 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang/Sub Bagian 

Bidang KB-KR terdiri dari 3 subbidang, yaitu Subbidang Bina 

Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta, Subbidang Bina 

Kesertaan KB Jalur Wilayah Sasaran Khusus, dan Subbidang KR. 

Pasal 17 Perka BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 poin 1 menjelaskan 

tugas Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta. 

Adapun beberapa tugas tersebut adalah melakukan penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah swasta. 

Sedangkan fungsi dari jabatan tersebut adalah sebagai berikut: 

(Sihana, 2019) 

1. Sebagai penyedia dan distributor alat/obat kontrasepsi kepada 

fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

2. Monitoring alat/obat kontrasepsi. 
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3. Penyelenggara pelatihan/peningkatan kualitas pelayanan KB. 

4. Penyalur dan evaluator dana penggerakan. 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi ASN/PNS 

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga 

berencana jalur pemerintah dan swasta. Adapun rincian tugasnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur 

pemerintah dan swasta di provinsi. 

2. Menyiapkan bahan untuk konsep rencana kerja dan rencana kegiatan 

pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur 

pemerintah dan swasta di provinsi. 

3. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran 

pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur 

pemerintah dan swasta. 

4. Menyiapkan bahan untuk konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pembinaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta. 

5. Melakukan penyiapan koordinasi hubungan kerja dengan komponen 

dan instansi terkait pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga 

berencana jalur pemerintah dan swasta. 

6. Menyampaikan laporan kepada atasan. 

7. Melaksanakan tugas kegiatan penyiapan pembinaan kesertaan keluarga 

berencana jalur pemerintah dan swasta, serta tugas lainnya sesuai 

petunjuk atasan. 
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E. Tujuan dan Manfaat   

Tujuan 

Meningkatkan distribusi alat kontrasepsi suntik dan pil di Gudang 

Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta 

Manfaat 

 Bagi Diri Sendiri 

1. Mengenal tugas pokok dan fungsi jabatan. 

2. Memahami penerapan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika 

publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas 

pokok jabatan. 

3. Mengaplikasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika 

publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas 

pokok jabatan. 

 Bagi Organisasi 

1. Terdistribusinya overstock alkon suntik dan pil yang menumpuk di 

gudang provinsi. 

2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran Subbid Bina Kesertaan KB 

Jalur Pemerintah dan Swasta (Jalpemswa). 

3. Terjalinnya kerjasama yang baik dengan Ikatan Bidan Indonesia 

(IBI) dalam hal penyerapan alkon suntik. 

4. Terjalinnya kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat terkait re-

alokasi alkon pil. 

5. Terjalinnya kerjasama dengan Provinsi Papua terkait re-alokasi 

alkon suntik. 
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BAB II 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

F. Analisa Lingkungan Kerja 

Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan 

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Ratna Anita Sari, S.Si, 

M.Sc. Terdapat tiga orang staf pada subbid ini, yaitu drg. Yurni, Wiyono, dan 

Umi Lutfiah, S.KM. 

Lingkungan kerja yang tercipta di subbidang ini sangat kondusif. Kerjasama 

antar pelaksana maupun pelaksana dengan pengawas sangat baik. 

Komunikasi juga terjalin dengan baik. Pengawas dan pelaksana di kantor 

mampu memberikan bimbingan kepada pelaksana yang baru untuk semangat 

dan cepat dalam belajar tugas-tugas keseharian baik yang bersifat substantif 

maupun administratif. 

Berdasarkan pengalaman bekerja selama tiga minggu membantu pimpinan, 

dirasakan beberapa hal yang dapat diperbaiki, yaitu: 

1. Belum semua fasilitas kesehatan mendistribusikan alat kontrasepsi ke 

jejaring. 

2. Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan. 

3. Belum maksimalnya pemanfaatan anggaran kemitraan untuk peningkatan 

kesertaan KB. 

4. Belum maksimalnya anggaran bidang untuk bakti sosial pelayanan KB. 

5. Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani 

MOP (Metode Operasi Pria). 

6. Belum updatenya data dokter yang sudah pernah dilatih MOP (Metode 

Operasi Pria). 

7. Belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi. 
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Tujuh isu tersebut dimasukkan dalam matrik seperti tertera dalam Bab II 

Bagian B. Kemudian dilakukan scoring dengan Analisa USG (Urgency-

Seriousness-Growth). Isu yang masuk ke dalam tiga besar adalah (1) belum 

semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister 

dalam sistem pencatatan dan pelaporan; (2) belum semua fasilitas kesehatan 

mempunyai provider yang bisa melayani MOP; (3) belum maksimalnya 

distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi. 

 Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

dan teregister dalam sistem pencatatan dan pelaporan 

Isu ini masuk ke dalam permasalahan pelayanan publik, di mana 

fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

dan belum teregister tidak dapat menerima alkon dari BKKBN. Total 

skor Analisa USG 12. 

 Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa 

melayani MOP 

Isu ini masuk ke dalam permasalahan manajemen ASN dan pelayanan 

publik, di mana faslitas kesehatan seharusnya dapat menempatkan 

sumber daya manusia sesuai dengan kinerja, kompetensi dan 

kualifikasi. Total skor Analisa USG untuk isu ini adalah 12. 

 Belum maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi 

Isu ini masuk ke dalam permasalahan pelayanan publik dan Whole of 

Government, di mana jika alkon tidak terdistribusi maksimal maka 

pelayanan KB pil dan suntik juga tidak akan maksimal. Total skor 

Analisa USG untuk isu ini adalah 14. 

Berdasarkan list isu dan Analisa USG, disimpulkan bahwa isu belum 

maksimalnya distribusi alkon pil dan suntik di gudang provinsi merupakan 

isu yang terpilih. Jika isu ini tidak segera dipecahkan akan menyebabkan: 

1. Batas kadaluarsa alkon pil dan suntik yang semakin dekat, apabila 

diberikan kepada akseptor bisa mengakibatkan kegagalan kontrasepsi. 
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2. Masa tunggu alkon pil dan suntik sebelum digunakan oleh akseptor 

lebih singkat. 

3. Rawan terjadinya kadaluarsa baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, 

maupun fasilitas kesehatan. 

4. Program KB tidak efisien karena dengan sumber daya yang banyak 

namun cakupan program belum maksimal. 

5. Kredibilitas sumber daya dan institusi dipertanyakan dengan banyaknya 

overstock yang terjadi. 

Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan KB 

jalur pemerintah dan swasta merupakan tugas Subbidang Bina Kesertaan KB 

Jalur Pemerintah dan Swasta berdasarkan Perka BKKBN Nomor 

82/PER/B5/2011 Pasal 17 poin (1). Pelaksanaan tugas tersebut salah satunya 

dilakukan melalui distribusi alkon (alat kontrasepsi) kepada fasilitas 

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota.  

Distribusi overstock alkon pil dan suntik secara cepat dan tepat harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan tugas jabatan pelaksana khususnya di 

Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa (Jalur Pemerintah dan Swasta) 

BKKBN. Maka gagasan pemecahan isu yang diusulkan adalah Peningkatan 

Distribusi Suntik dan Pil pada Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa 

BKKBN DIY. 
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G. Matrik Analisa Lingkungan Kerja  

 

NO 
URAIAN 

TUGAS 
PERMASALAHAN URGENCY SERIOUSNESS GROWTH TOTAL 

Keterkaitan 

dengan 

Substansi 

(Manajemen 

ASN, Pelayanan 

Publik, WoG) 

GAGASAN/KEGIAT

AN PEMECAHAN 

ISU 

1 

  

Mengolah 

data kesertaan 

ber KB 

melalui 

peningkatan 

akses dan 

kualitas 

pelayanan 

KB-KR yang 

sesuai dengan 

standar 

pelayanan 

  

a.) Belum semua 

fasilitas kesehatan 

mendistribusikan 

alat kontrasepsi ke 

jejaring 

4 4 3 11 
 

 

 

 

 

    

b.) Belum semua 

fasilitas kesehatan 
bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan dan 

teregister dalam 

sistem pencatatan 
dan pelaporan 

 

4 4 4 12 Pelayanan 

publik 
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NO 
URAIAN 

TUGAS 
PERMASALAHAN URGENCY SERIOUSNESS GROWTH TOTAL 

Keterkaitan 

dengan 

Substansi 

(Manajemen 

ASN, Pelayanan 

Publik, WoG) 

GAGASAN/KEGIAT

AN PEMECAHAN 

ISU 

    c.) Belum 

maksimalnya 

pemanfaatan 

anggaran kemitraan 

untuk peningkatan 

kesertaan KB 

3 3 3 9     

d.) Belum 

maksimalnya 

anggaran bidang 

untuk bhaksos 

pelayanan KB 

3 3 3 9     
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NO 
URAIAN 

TUGAS 
PERMASALAHAN URGENCY SERIOUSNESS GROWTH TOTAL 

Keterkaitan 

dengan 

Substansi 

(Manajemen 

ASN, Pelayanan 

Publik, WoG) 

GAGASAN/KEGIAT

AN PEMECAHAN 

ISU 

2 

  

Mengolah 

data 

penggerakan 

dan 

pemantapan 

kesertaan ber-

KB MKJP 

  

a.) Belum semua 

fasilitas kesehatan 

mempunyai provider 

yang bisa melayani 

MOP  

4 5 3 12 Manajemen 

ASN, Pelayanan 

Publik 

  

b.) Belum updatenya 

data dokter yang 

sudah pernah dilatih 

MOP 

4 3 3 10     
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NO 
URAIAN 

TUGAS 
PERMASALAHAN URGENCY SERIOUSNESS GROWTH TOTAL 

Keterkaitan 

dengan 

Substansi 

(Manajemen 

ASN, Pelayanan 

Publik, WoG) 

GAGASAN/KEGIAT

AN PEMECAHAN 

ISU 

3 

  

  

Mengolah 

data 

perencanaan 

jaminan 

ketersediaan 

alkon 

  

  

Belum maksimalnya 

distribusi alkon pil 

dan suntik di gudang 

provinsi 

  

  

5 

  

  

5 

  

  

4 

  

  

14 

  

  

Pelayanan 

Public, Whole of 

Government 

1.) Membantu 

melakukan revisi 

anggaran kegiatan di 

Subbid Jalpemswa 

untuk mendukung 

bhaksos melalui PD 

IBI DIY;  

  2.) Mengumpulkan 

bahan kerjasama bakti 

sosial suntik dengan 

PD IBI DIY;  
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NO 
URAIAN 

TUGAS 
PERMASALAHAN URGENCY SERIOUSNESS GROWTH TOTAL 

Keterkaitan 

dengan 

Substansi 

(Manajemen 

ASN, Pelayanan 

Publik, WoG) 

GAGASAN/KEGIAT

AN PEMECAHAN 

ISU 

  3.) Membantu 

menyiapkan bahan 

kerjasama re-alokasi 

pil dengan Provinsi 

Jawa Barat; 

 

                4.) Membantu 

menyiapkan bahan 

kerjasama re-alokasi 

suntik dengan 

Provinsi Papua. 
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H. Deskripsi Gagasan /Kegiatan 

Kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan, 

kontribusi terhadap visi misi dan tujuan organisasi, serta penguatan nilai 

organisasi akan dijelaskan berikut ini. Menyadari bahwa isu ini bersifat 

kompleks, maka diusulkan beberapa kegiatan pemecahan masalah sebagai 

satu rangkaian kegiatan besar. Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan 

isu adalah sebagai berikut: 

1. Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan di Subbid 

Jalpemswa untuk mendukung bhaksos melalui PD IBI DIY; 

Kegiatan ini penting dilakukan untuk mendapatkan dana kegiatan 

bhaksos suntik yang akan dilaksanakan dengan PD IBI DIY. Sub 

kegiatan I yaitu menyiapkan draft bentuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam revisi anggaran mengandung nilai Akuntabilitas, 

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Saya akan memastikan tidak ada 

kesalahan  peserta diklatan dan isi dalam penyusunan draft bentuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip 

Akuntabilitas di mana setiap tugas harus kita selesaikan dengan teliti. 

Memastikan bahwa tidak ada kesalahan juga menjadikan waktu yang kita 

perlukan untuk mengerjakan menjadi lebih singkat tanpa mengurangi 

kualiats hasil. Hal ini merupakan prinsip dari nilai Komitmen Mutu. 

Setelah draft dibuat, maka hasil dari draft tersebut juga diberikan kepada 

atasan. Memberikan laporan merupakan salah satu dimensi akuntabilitas, 

yaitu dimensi akuntabilitas membutuhkan laporan. 

Saya juga turut serta membantu memastikan dengan cermat ketersediaan 

anggaran subbidang. Hal ini sesuai dengan prinsip Akuntabilitas. 

Sedangkan dalam membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan 

ketersediaan anggaran, saya memastikan bahwa tidak ada agenda 

kegiatan lain yang dikorbankan dengan adanya revisi anggaran yang 

dilakukan. Konsep ini merupakan konsep adil, di mana adil merupakan 
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salah satu bentuk Nasionalisme. Membantu proses penyesuaian anggaran 

juga saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Konsep tanggung 

jawab sesuai dengan nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Selain itu, 

dalam membantu segala proses penyesuaian bentuk kegiatan dengan 

ketersediaan anggaran dilaksanakan dengan baik, santun kepada atasan 

ketika menyampaikan pendapat. Prinsip ini termasuk ke dalam nilai Etika 

Publik. 

Proses membantu revisi anggaran yang dilakukan harus dapat 

memastikan bahwa tidak akan mempengaruhi agenda kegiatan lain agar 

tidak menganggu program kerja yang telah disepakati. Konsep ini sesuai 

dengan konsep adil dalan nasionalisme. Selain itu, hal ini juga membantu 

memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. 

Konsep ini sesuai dengan prinsip Pelayanan Publik. Proses ini juga akan 

saya lakukan dengan teliti, meastikan tidak ada kesalahan peserta diklatan 

angka/jumlah dalam membantu revisi anggaran. Hal ini sesuai dengan 

prinsip nilai Akuntabilitas. Selanjutnya, saya akan memastikan dalam 

proses ini tidak ada konflik kepentingan sehingga adanya revisi ini benar-

benar dilakukan demi kepentingan bersama/umum. Konsep ini sesuai 

dengan nilai Akuntabilitas dan Etika Publik. 

Proses pembuatan draf pengajuan revisi anggaran dari bidang ke PPK dan 

dari PPK ke KPA harus dilakukan berdasarkan hasil yang telah disepakati 

sebagai bentuk Anti Korupsi. Proses pembuatan draft juga harus 

dilaporkan kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. Selain itu, saya 

akan menyelesaikan draf sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan 

melaporkan hasil kepada atasan. Tindakan ini sesuai dengan prinsip 

Akuntabilitas. Selain itu, saya akan menyampaikan laporan revisi 

anggaran langsung kepada Subbag keuangan dan BMN untuk menjamin 

bahwa surat benar diterima oleh pihak yang bersangkutan dengan waktu 

yang lebih cepat. Konsep ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu. 
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Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan revisi anggaran ini akan dilakukan 

dengan: 

a. Menyiapkan draf bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 

b. Membantu mencermati ketersediaan anggaran. 

c. Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan 

anggaran. 

d. Membantu revisi anggaran. 

e. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke 

PPK. 

f. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa 

Pengguna Anggaran). 

g. Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran. 

h. Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN. 

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi. Dengan merevisi anggaran subbidang, diharapkan dana 

tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bhaksos. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memperluas cakupan kepesertaan KB. 

 

Melakukan revisi anggaran subbidang harus dilakukan secara efektif dan 

efisien, di mana efektif dan efisien merupakan unsur dalam nilai 

BKKBN, yaitu CERDAS. Dalam proses revisi, dibutuhkan kerjasama, 

sinergisitas, saling percaya antar star dalam satu subbidang maupun di 

luar subbidang (KERJASAMA). Proses revisi anggaran harus pula 

dilakukan secara jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh (INTEGRITAS 

dan IKHLAS). Selain itu, dalam pelaksanannya harus pantang menyerah 

jika ada kesulitan/hambatan (TANGGUH). 
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2. Mengumpulkan bahan kerjasama perencanaan bakti sosial suntik 

dengan PD IBI DIY;  

Setelah adanya dana untuk bhaksos, maka langkah selanjutnya adalah 

menjalin kerjasama dengan PD IBI DIY. Kerjasama ini penting dalam 

rangka menghindari overstock pil dan suntik serta meningkatkan 

kepesertaan KB. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam 

mencapai sebuah tujuan merupakan penerapam Whole of Government.  

Saya akan memastikan tidak ada kesalahan tulisan dan konten dalam 

penyusunan draf surat permohonan koordinasi sebagai perwujudan nilai 

Akuntabilitas dan Komitmen Mutu. Setelah itu, saya akan meminta apraf 

atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan 

sebagai bentuk Anti Korupsi. Saya juga akan meminta nomer surat dan 

cap lembaga berkoordinasi dengan bagian Sekretariat. Konsep ini sejalan 

dengan nilai Whole of Government. Dalam melaksanakan koordinasi, 

saya melakukan dengan sopan santun, ramah sebagai bentuk pengamalan 

nilai Etika Publik. 

Pengarsipan juga dilakukan segera setelah surat dikeluarkan agar tidak 

terjadi kelalaian dalam pengarsipan. Hal ini sejalan dengan konsep 

Akuntabilitas. Selain itu, pengarsipan juga dilakukan tanpa menggunakan 

cap basah lembaga, agar jika sewaktu-waktu diperlukan surat masih bisa 

digunakan dengan cap basah. Konsep ini sejalan dengan Komitmen 

Mutu.  

Tahapan kegiatan selainjutnya adalah mengirimkan surat ke Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI). Saya akan mengarsipkan bukti pengiriman surat dan 

melampirkan buti penerimaan surat sebagai perwujudan nilai 

Akuntabilitas. Proses pengiriman surat akan saya lakukan dengan bantuan 

kurir. Sopan ketika meminta bantuan mengirimkan surat merupakan 

pengamalan nilai Etika Publik. 
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Tahapan kegiatan selanjutnya adalah membantu kelancaran Rapat 

Koordinasi dengan IBI DIY. Saya akan menyiapkan kebutuhan bahan 

rapat koordinasi dengan penuh tanggung jawab dan melakukan job desk 

pada hari pelaksanaan secara mandiri. Hal ini merupakan pengamalan 

nilai Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Setelah itu, tahapan kegiatan yang 

dilakukan adalah membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI. 

Saya akan memastikan notulensi yang dibuat sudah mencakup semua hal 

yang didiskusikan dalam kegiatan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan 

prinsip nilai Akuntabilitas. Membuat notulen juga akan saya lakukan 

secara mandiri atas inisiatif sendiri jika memang nantinya tidak ada 

penugasan khusus dari atasan. Inisiatif dan profesionalisme dalam bekerja 

merupakan salah satu pengamalan nilai Nasionalisme. Selain itu, saya 

juga akan membuat template notulen yang memudahkan kita dalam 

memahami hasil serta rencana tindak lanjut kegiatan. Membuat template 

yang mudah dipahami merupakan salah satu wujud inovasi, di mana 

inovasi termasuk salah satu komponen dari Komitmen Mutu. 

Tahapan selanjutnya adalah melaporkan hasil notulensi kepada atasan 

segera setelah rapat selesai dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan konsep 

Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Selain itu, dalam memberikan laporan 

kepada atasan dilakukan dengan sikap ramah dan sopan. Hal ini sesuai 

dengan konsep Etika Publik. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama ini 

adalah: 

a. Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY. 

b. Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. 

Kepala Perwakilan. 

c. Melakukan penomeran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan 

Sekretariat. 

d. Melakukan pengarsipan pada surat keluar bidang. 

e. Mengirimkan surat ke IBI. 
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f. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY. 

g. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI. 

h. Melaporkan hasil notulensi rapat kepada atasan. 

 

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi. Menjalin kemitraan dengan PD IBI DIY merupakan salah 

satu cara memanfaatkan stok alkon suntik yang melimpah dan 

meningkatkan kesertaan KB khususnya jenis suntik. 

 

Menjalin kerjasama (KERJASAMA), pantang menyerah jika belum ada 

kepastian dalam pelaksanaan kerjasama bhaksos (TANGGUH), bekerja 

untuk mencapai satu tujuan walaupun dengan tenggat waktu dan sumber 

daya yang terbatas (CERDAS), setiap tahapan kegiatan dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab, tulus, dan sungguh-sungguh (IKHLAS). 

3. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan 

Provinsi Jawa Barat; 

Kerjasama re-alokasi/distribusi dinamis alkon pil dengan kantor 

perwakilan BKKBN yang lain merupakan penerapan Whole of 

Government. Tahap pertama adalah melakukan koordinasi dengan 

Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran re-alokasi alkon  

pil. Saya akan sesegera mungkin melakukan koordinasi untuk 

memastikan dana segera siap sehingga re-alokasi pil dapat dilaksanakan 

secepatnya. Koordinasi dengan subbag lain merupakan bentuk penerapan 

Whole of Government. Sedangkan tujuan dari distribusi alkon dilakukan 

secepatnya agar alkon tidak kadaluarsa dan memiliki masa tunggu/masa 

pakai yang lebih lama. Konsep ini sesuai dengan nilai Komitmen Mutu 

dan Pelayanan Publik.  Ketika melakukan koordinasi dengan Subbag 

Keuangan dan BMN, saya akan menjaga sopan santun saya dan tidak 
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memaksakan kehendak saya. Konsep ini sejalan dengan prinsip Etika 

Publik. 

Tahapan selanjutnya adalah membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat 

sesuai jumlah alkon pada rencana distribusi. Sikap ini merupakan 

ketelitian yang masuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Selanjutnya saya juga 

akan melaporkan hasilnya kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. 

Pembuata draf ini juga akan saya kerjakan secara mandiri dengan inisiatif 

sendiri walaupun atasan belum menginstruksikan kepada saya. Konsep 

ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi, yaitu mandiri. 

Tahapan terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat draf laporan 

penerimaan alkon pil ke Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. Saya 

akan memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera 

mungkin ketika alkon sudah diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan nilai Nasionalisme, Akuntabilitas, dan 

Anti Korupsi. Setelah draf selesai, maka saya akan melaporkan kepada 

atasan sebagai pengamalan Akuntabilitas. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama 

terkait re-alokasi alkon pil adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait 

kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 

b. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat. 

c. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 

d. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf 

laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. 

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu 
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cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Jawa Barat sampai tahun 

2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu 

meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan 

menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan 

sampai tahun 2021. 

 

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan 

bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan 

sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap 

tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, 

jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

ikhlas (IKHLAS). 

 

4. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan 

Provinsi Papua; 

Kerjasama re-alokasi/distribusi dinamis alkon suntik dengan kantor 

perwakilan BKKBN yang lain merupakan penerapan Whole of 

Government. Tahap pertama adalah melakukan koordinasi dengan 

Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran re-alokasi alkon  

suntik. Saya akan sesegera mungkin melakukan koordinasi untuk 

memastikan dana segera siap sehingga re-alokasi suntik dapat 

dilaksanakan secepatnya. Koordinasi dengan subbag lain merupakan 

bentuk penerapan Whole of Government. Sedangkan tujuan dari distribusi 

alkon dilakukan secepatnya agar alkon tidak kadaluarsa dan memiliki 

masa tunggu/masa pakai yang lebih lama. Konsep ini sesuai dengan nilai 

Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik.  Ketika melakukan koordinasi 

dengan Subbag Keuangan dan BMN, saya akan menjaga sopan santun 

saya dan tidak memaksakan kehendak saya. Konsep ini sejalan dengan 

prinsip Etika Publik. 
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Tahapan selanjutnya adalah membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat 

sesuai jumlah alkon pada rencana distribusi. Sikap ini merupakan 

ketelitian yang masuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Selanjutnya saya juga 

akan melaporkan hasilnya kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. 

Pembuata draf ini juga akan saya kerjakan secara mandiri dengan inisiatif 

sendiri walaupun atasan belum menginstruksikan kepada saya. Konsep 

ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi, yaitu mandiri. 

Tahapan terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat draf laporan 

penerimaan alkon suntik ke Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. Saya 

akan memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera 

mungkin ketika alkon sudah diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan nilai Nasionalisme, Akuntabilitas, dan 

Anti Korupsi. Setelah draf selesai, maka saya akan melaporkan kepada 

atasan sebagai pengamalan Akuntabilitas. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama 

terkait re-alokasi alkon pil adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait 

kesiapan anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 

b. Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua. 

c. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 

d. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke 

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. 

 

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi. Re-alokasi alkon/distribusi dinamis merupakan salah satu 

cara untuk memenuhi kebutuhan alkon suntik di Papua yang mengalami 

kekurangan sampai tahun 2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat 
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mencegah gagalnya akseptor untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan 

ini diharapkan mampu meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan 

ini bertujuan menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak 

termanfaatkan sampai tahun 2021. 

 

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan 

bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan 

sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap 

tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, 

jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

ikhlas (IKHLAS). 

 

5. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan 

Provinsi Papua Barat; 

Kerjasama re-alokasi/distribusi dinamis alkon pil dengan kantor 

perwakilan BKKBN yang lain merupakan penerapan Whole of 

Government. Tahap pertama adalah membuat draf perubahan rencana 

distribusi pil kepada Sekretaris utama BKKBN dan Biro Keuangan dan 

Pengelolaan BMN BKKBN. Saya akan memastikan bahwa draf yang 

saya buat telah sesuai dengan surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi 

Papua Barat.  Selain itu, saya juga akan melaporkan draf tersebut kepada 

atasan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh kepala bidang dan 

ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Hal ini sejalan 

dengan nilai Akuntabilitas, di mana akuntabilitas terkait dengan sikap 

teliti dan juga memerlukan laporan. Saya akan menjalin komunikasi yang 

baik dan sopan dengan pihak BKKBN Provinsi Papua barat terkait re-

alokasi alkon pil dan suntik jika didapatkan informasi yang kurang jelas. 

Komunikasi dengan baik dan sopan merupakan pengamalan nilai Etika 

Publik. 
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Tahapan selanjutnya adalah membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. Saya akan memastikan bahwa draf yang saya buat 

sesuai jumlah alkon pada rencana distribusi. Sikap ini merupakan 

ketelitian yang masuk ke dalam nilai Akuntabilitas. Selanjutnya saya juga 

akan melaporkan hasilnya kepada atasan sebagai bentuk Akuntabilitas. 

Pembuata draf ini juga akan saya kerjakan secara mandiri dengan inisiatif 

sendiri walaupun atasan belum menginstruksikan kepada saya. Konsep 

ini sejalan dengan nilai Anti Korupsi, yaitu mandiri. 

Tahapan terakhir yang akan saya lakukan adalah membuat draf laporan 

penerimaan alkon pil ke Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. Saya 

akan memastikan draf laporan penerimaan alkon dibuat sesegera 

mungkin ketika alkon sudah diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi 

Papua Barat. Hal ini sejalan dengan nilai Nasionalisme, Akuntabilitas, 

dan Anti Korupsi. Setelah draf selesai, maka saya akan melaporkan 

kepada atasan sebagai pengamalan Akuntabilitas. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin kerjasama 

terkait re-alokasi alkon pil adalah sebagai berikut: 

a. Membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris 

Utama BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. 

b. Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Papua Barat. 

c. Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN. 

d. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf 

laporan ke Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. 

Dalam rangka mencapai visi BKKBN mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang dan keluarga berkualitas maka salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi. Re-alokasi alkon/ distribusi dinamis merupakan salah satu 

cara untuk memenuhi kebutuhan alkon pil di Papua Barat sampai tahun 

2021. Antisipasi kekurangan alkon ini dapat mencegah gagalnya akseptor 
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untuk ber-KB. Dengan kata lain, kegiatan ini diharapkan mampu 

meningkatkan target mCPR. Selain itu, kegiatan ini bertujuan 

menghindari adanya alkon yang kadaluarsa dan tidak termanfaatkan 

sampai tahun 2021. 

 

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BKKBN provinsi lain merupakan 

bentuk KERJASAMA. Re-alokasi juga penerapan dari memaksimalkan 

sumber daya yang ada untuk mencapai hasil maksimal (CERDAS), setiap 

tahapan kegiatan yang dilakukan didasari rasa tanggung jawab, terbuka, 

jujur (INTEGRITAS), serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

ikhlas (IKHLAS). 
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I. Matrik Rancangan Aktualisasi 

 

 

Unit Kerja:  :   Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan BKKBN DIY 

Identifikasi Isu  : 

1. Belum semua fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam   sistem 

pencatatan dan pelaporan. 

2. Belum semua fasilitas kesehatan mempunyai provider yang bisa melayani MOP. 

3. Belum maksimalnya distribusi pil dan suntik di gudang provinsi. 

Isu yang Diangkat  :   Belum maksimalnya distribusi pil dan suntik yang tersedia di gudang provinsi 

Gagasan/Kegiatan  

Pemecahan Isu  

:  

1. Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan di Subbidang Bina Kesertaan KB Jalpemswa untuk 

mendukung bakti sosial melalui PD IBI DIY. 

2. Mengumpulkan bahan kerjasama persiapan bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY. 

3. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi Jawa Barat. 

4. Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan Provinsi Papua. 

5. Membantu menyiapkan bahan kerjama re-alokasi pil dengan Provinsi Papua Barat. 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Membantu 

melakukan 

revisi anggaran 
kegiatan di 

Subbid 

Jalpemswa 

untuk 

mendukung 

bhaksos melalui 

PD IBI DIY 

(Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai 

Akuntabilitas, 
Nasionalisme, 

Etika Publik, 

Komitmen 

Mutu, Anti 

Korupsi) 

 

 

 

1. Mengumpulkan bahan 

bentuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 
2. Membantu 

mencermati 

ketersediaan 

anggaran. 

3. Membantu 

menyesuaikan bentuk 

kegiatan dengan 

ketersediaan 

anggaran. 

4. Membantu revisi 

anggaran. 
5. Membuat draf 

pengajuan revisi 

anggaran dari bidang 

KB-KR ke PPK. 

6. Membuat draf 

pengajuan revisi 

anggaran dari PPK ke 

KPA (Kuasa 

Pengguna Anggaran). 

7. Membuat draf surat 

persetujuan KPA atas 

revisi anggaran. 
8. Melaporkan hasil 

revisi ke Subbag 

Dokumen rencana 

kegiatan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dokumen draf 

pengajuan revisi 
anggaran 

subbidang 

Dokumen draf 

pengajuan revisi 

anggaran 

 

 

Dokumen draf 

surat persetujuan 

KPA atas revisi 

anggaran 

 

Sub Kegiatan I 

1. Memastikan tidak ada 

kesalahan tulis dan 
konten dalam 

penyusunan draf 

bentuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

(Akuntabilitas dan 

Komitmen Mutu) 

2. Memberikan hasil draf 

yang dibuat kepada 

atasan sebagai bentuk 

tanggung jawab kita 

(Anti Korupsi) 
Sub Kegiatan II 

1 Membantu memastikan 

dengan cermat 

ketersediaan anggaran 

subbidang 

(Akuntabilitas) 

Sub Kegiatan III 

1. Memastikan tidak ada 

agenda kegiatan lain 

yang dikorbankan 

dengan adanya revisi 

anggaran ini 
(Nasionalisme) 

2. Membantu proses 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 
mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga berkualitas 

maka salah satu 

cara yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi. 
Dengan merevisi 

anggaran 

subbidang, 

diharapkan dana 

tersebut dapat 

digunakan untuk 

kegiatan bhaksos. 

Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk 

memperluas 

cakupan 

kepesertaan KB. 
 

Melakukan revisi 

anggaran 

subbidang harus 
dilakukan secara 

efektif dan 

efisien, di mana 

efektif dan efisien 

merupakan unsur 

dalam nilai 

BKKBN, yaitu 

CERDAS. Dalam 

proses revisi, 

dibutuhkan 

kerjasama, 
sinergisitas, saling 

percaya antar star 

dalam satu 

subbidang 

maupun di luar 

subbidang 

(KERJASAMA). 

Proses revisi 

anggaran harus 

pula dilakukan 

secara jujur, 

terbuka, dan 
sungguh-sungguh 

(INTEGRITAS 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

Keuangan dan BMN. 

 

 

 

 

penyesuaian anggaran 

dengan penuh tanggung 

jawab (Akuntabilitas 
dan Anti Korupsi) 

3. Berkomunikasi dengan 

baik, santun kepada 

atasan ketika 

menyampaikan pendapat 

(Etika Publik) 

Sub Kegiatan IV 

1. Memastikan revisi 

anggaran yang 

dilakukan tidak 

mempengaruhi agenda 
kegiatan lain agar tidak 

mengganggu program 

(Nasionalisme) 

2. Memastikan tidak ada 

kesalahan peserta 

diklatan angka/jumlah 

dalam membantu 

merevisi anggaran 

(Akuntabilitas) 

3. Memastikan dalam 

proses ini tidak ada 

konflik kepentingan 
(Akuntabilitas, Etika 

Publik) 

dan IKHLAS). 

Selain itu, dalam 

pelaksanannya 
harus pantang 

menyerah jika ada 

kesulitan/hambata

n (TANGGUH). 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

Sub Kegiatan V 

1. Membuat draf revisi 

anggaran berdasarkan 
hasil yang telah 

disepakati (Anti 

Korupsi) 

2. Memberikan draf revisi 

anggaran kepada atasan 

(Akuntabilitas) 

3. Menyelesaikan draf 

sesuai dengan waktu 

yang ditentukan 

(Akuntabilitas) 

Sub Kegiatan VI 
1. Membuat draf revisi 

anggaran berdasarkan 

hasil yang telah 

disepakati (Anti 

Korupsi) 

2. Memberikan draf revisi 

anggaran kepada atasan 

(Akuntabilitas) 

3. Menyelesaikan draf 

sesuai dengan waktu 

yang ditentukan 

(Akuntabilitas) 
Sub Kegiatan VII 

1. Memastikan bahwa 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

tidak ada kesalahan 

peserta diklatan dalam 

draf surat persetujuan 
KPA atas revisi 

anggaran 

(Akuntabilitas, 

Komitmen Mutu) 

2. Memastikan bahwa 

draf surat terselesaikan 

sesuai dengan waktu 

yang ditentukan 

(Akuntabilitas) 

Sub Kegiatan VIII 

1. Memastikan laporan 
sampai ke Subbag 

Keuangan dan BMN 

tepat waktu 

(Akuntabilitas, Etika 

Publik) 

2. Memberikan laporan 

langsung kepada 

Subbag Keuangan dan 

BMN (Komitmen 

Mutu) 

3. Menyampaikan laporan 

apa adanya sesuai 
dengan keputusan 

revisi anggaran yang 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

telah disetujui 

(Nasionalisme) 

2. Mengumpulkan 

bahan kerjasama 
persiapan bakti 

sosial suntik 

dengan PD IBI 

DIY (Kegiatan 

ini 

mencerminkan 

nilai 

Akuntabilitas, 

Nasionalisme, 

Etika Publik, 

Komitmen 
Mutu, Anti 

Korupsi, Whole 

of Government) 

 

1. Membuat draf surat 

permohonan 
koordinasi dengan PD 

IBI DIY. 

2. Meminta paraf atasan, 

paraf kepala bidang, 

dan tanda tangan Plt. 

Kepala Perwakilan. 

3. Melakukan 

penomeran surat dan 

cap lembaga 

berkoordinasi dengan 

Sekretariat. 
4. Melakukan 

pengarsipan surat 

keluar bidang. 

5. Mengirimkan surat ke 

IBI. 

6. Membantu kelancaran 

Rapat Koordinasi 

dengan PD IBI DIY. 

7. Membuat notulensi 

hasil rapat koordinasi 

dengan IBI. 

8. Melaporkan hasil 
notulensi rapat ke 

Dokumen 

 
 

 

 Dokumen  

 

 

 

Dokumen  

 

 

 

 
Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan  

 

 

Dokumen  
 

Sub Kegiatan I 

1. Memastikan tidak ada 
kesalahan tulis dan 

konten dalam 

penyusunan draf surat 

permohonan 

koordinasi 

(Akuntabilitas dan 

Komitmen Mutu) 

Sub Kegiatan II 

1. Memberikan hasil draf 

yang dibuat kepada 

atasan sebagai bentuk 
tanggung jawab kita 

(Anti Korupsi) 

Sub Kegiatan III 

1. Penomeran dan cap 

lembaga dilakukan atas 

dasar koordinasi 

dengan bagian 

Sekretariat (Whole of 

Government) 

2. Koordinasi dilakukan 

dengan sopan, santun, 

dan ramah (Etika 
Publik) 

Dalam rangka 

mencapai visi 
BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga berkualitas 

maka salah satu 

cara yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 
Reproduksi. 

Menjalin kemitraan 

dengan PD IBI DIY 

merupakan salah 

satu cara 

memanfaatkan stok 

alkon suntik yang 

melimpah dan 

meningkatkan 

kepesertaan KB 

khususnya jenis 

suntik.  

Menjalin 

kerjasama 
(KERJASAMA), 

pantang menyerah 

jika belum ada 

kepastian dalam 

pelaksanaan 

kerjasama 

bhaksos 

(TANGGUH), 

bekerja untuk 

mencapai satu 

tujuan walaupun 
dengan tenggat 

waktu dan sumber 

daya yang 

terbatas 

(CERDAS), 

setiap tahapan 

kegiatan 

dilakukan dengan 

penuh tanggung 

jawab, tulus, dan 

sungguh-sungguh 

(IKHLAS). 



 
 

42 

 

NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

atasan. 

 

 Sub Kegiatan IV 

1. Pengarsipan dilakukan 

segera setelah surat 
dikeluarkan agar tidak 

terjadi kelalaian dalam 

pengarsipan surat 

(Akuntabilitas). 

2. Pengarsipan juga 

dilakukan tanpa 

menggunakan cap 

lembaga, agar jika 

sewaktu-waktu 

diperlukan surat masih 

bisa digunakan dengan 
cap basah (Komitmen 

Mutu). 

Sub Kegiatan V 

1. Mengarsipkan bukti 

kirim surat 

(Akuntabilitas) 

2. Melampirkan bukti 

terima surat 

(Akuntabilitas) 

3. Meminta bantuan kurir 

kantor untuk 

mengirimkan surat 
dengan sopan (Etika 

Publik) 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

Sub Kegiatan VI 

1. Menyiapkan 

kebutuhan bahan rapat 
koordinasi dengan 

penuh tanggung jawab 

(Akuntabilitas dan 

Anti Korupsi) 

2. Melakukan job desk 

pada hari pelaksanaan 

koordinasi secara 

mandiri (Anti Korupsi) 

Sub Kegiatan VII 

1. Memastikan notulensi 

yang dibuat sudah 
mencakup semua hal 

yang didiskusikan 

dalam kegiatan 

(Akuntabilitas) 

2. Membuat notulen 

secara mandiri dan 

inisiatif jika memang 

tidak ditunjuk untuk 

menjadi notulen 

(Nasionalisme) 

3.  Membuat template 

notulen yang 
memudahkan 

memahami hasil dan 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

rencana tindak lanjut 

kegiatan (Komitmen 

Mutu) 
Sub Kegiatan VIII 

1. Melaporkan hasil 

notulensi segera setelah 

rapat dilaksanakan 

(Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi) 

2. Memberikan laporan 

kepada atasan dilakukan 

dengan sikap ramah dan 

sopan (Etika Publik) 

3. Membantu 

menyiapkan 
bahan kerjasama 

re-alokasi pil 

dengan Provinsi 

Jawa Barat 

(Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai 

Akuntabilitas, 

Nasionalisme, 

Etika Publik, 

Komitmen 

Mutu, Anti 
Korupsi, Whole 

1. Melakukan koordinasi 

dengan Subbag 
Keuangan dan BMN 

terkait kesiapan 

anggaran untuk re-

alokasi/distribusi 

dinamis. 

2. Membuat draf 

rencana distribusi pil 

ke Provinsi Jawa 

Barat. 

3. Membuat draf surat 

perintah 

mengeluarkan barang 
ke BMN. 

Laporan 

 
 

 

 

 

 

Dokumen  

 

 

 

Dokumen  

 

 
 

Sub Kegiatan I 

1. Sesegera mungkin 
melakukan koordinasi 

untuk memastikan dana 

segera siap (Pelayanan 

Publik dan Whole of 

Government) 

2. Sopan ramah tidak 

memaksa ketika 

melakukan koordinasi 

(Etika Publik) 

Sub Kegiatan II 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 
dengan jumlah yang 

Dalam rangka 

mencapai visi 
BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga berkualitas 

maka salah satu 

cara yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi. Re-
alokasi alkon/ 

Menjalin 

kerjasama dengan 
perwakilan 

BKKBN provinsi 

lain merupakan 

bentuk 

KERJASAMA. 

Re-alokasi juga 

penerapan dari 

memaksimalkan 

sumber daya yang 

ada untuk 

mencapai hasil 

maksimal 
(CERDAS), 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

of Government) 4. Setelah alkon 

diterima oleh Provinsi 

Jawa Barat, membuat 
draf laporan ke Biro 

Keuangan dan 

Pengelolaan Barang 

Milik Negara. 

Laporan  

  

telah disepakati 

(Akuntabilitas) 

2. Melaporkan kepada 
atasan (Akuntabilitas) 

Sub Kegiatan III 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 

dengan jumlah alkon 

pada rencana distribusi 

(Akuntabilitas) 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

3. Membuat draf tidak 

usah menunggu 
instruksi dari atasan dan 

harus sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan 

(Anti Korupsi) 

 

Sub Kegiatan IV 

1. Memastikan draf 

laporan penerimaan 

alkon dibuat sesegera 

mungkin ketika alkon 

sudah diterima oleh 

provinsi terkait 
(Nasionalisme, 

Akuntabilitas, Anti 

distribusi dinamis 

merupakan salah 

satu cara untuk 
memenuhi 

kebutuhan alkon pil 

di Jawa Barat 

sampai tahun 2021. 

Antisipasi 

kekurangan alkon 

ini dapat mencegah 

gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. 

Dengan kata lain, 

kegiatan ini 
diharapkan mampu 

meningkatkan 

target mCPR. 

Selain itu, kegiatan 

ini bertujuan 

menghindari 

adanya alkon yang 

kadaluarsa dan 

tidak termanfaatkan 

sampai tahun 2021. 

setiap tahapan 

kegiatan yang 

dilakukan didasari 
rasa tanggung 

jawab, terbuka, 

jujur 

(INTEGRITAS), 

serta dilaksanakan 

dengan sungguh-

sungguh dan 

ikhlas (IKHLAS) 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

Korupsi) 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

4. Membantu 

menyiapkan 

bahan kerjasama 

re-alokasi suntik 
dengan Provinsi 

Papua 

(Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai 

Akuntabilitas, 

Nasionalisme, 

Etika Publik, 

Komitmen 

Mutu, Anti 

Korupsi, Whole 

of Government) 

1. Melakukan koordinasi 

dengan Subbag 

Keuangan dan BMN 

terkait kesiapan 
anggaran untuk re-

alokasi/distribusi 

dinamis. 

2. Membuat draf 

rencana distribusi 

suntik ke Provinsi 

Papua. 

3. Membuat draf surat 

perintah 

mengeluarkan barang 

ke BMN. 

4. Setelah alkon 
diterima oleh Provinsi 

Papua, membuat draf 

laporan ke Biro 

Keuangan dan 

Pengelolaan Barang 

Milik Negara. 

Laporan 

 

 

 
 

 

 

Dokumen  

 

 

 

Dokumen  

 

 

 

Laporan  
 

 

 

 

 

 

 

Sub Kegiatan I 

1. Sesegera mungkin 

melakukan koordinasi 

untuk memastikan dana 
segera siap (Pelayanan 

Publik dan Whole of 

Government) 

2. Sopan ramah tidak 

memaksa ketika 

melakukan koordinasi 

(Etika Publik) 

Sub Kegiatan II 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 

dengan jumlah yang 

telah disepakati 
(Akuntabilitas) 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

Sub Kegiatan III 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 

dengan jumlah alkon 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 
penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga berkualitas 

maka salah satu 

cara yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi. Re-

alokasi alkon/ 

distribusi dinamis 
merupakan salah 

satu cara untuk 

memenuhi 

kebutuhan alkon 

suntik di Papua 

yang mengalami 

kekurangan sampai 

Menjalin 

kerjasama dengan 

perwakilan 

BKKBN provinsi 
lain merupakan 

bentuk 

KERJASAMA. 

Re-alokasi juga 

penerapan dari 

memaksimalkan 

sumber daya yang 

ada untuk 

mencapai hasil 

maksimal 

(CERDAS), 

setiap tahapan 
kegiatan yang 

dilakukan didasari 

rasa tanggung 

jawab, terbuka, 

jujur 

(INTEGRITAS), 

serta dilaksanakan 



 
 

47 

 

NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

pada rencana distribusi 

(Akuntabilitas) 

2. Melaporkan kepada 
atasan (Akuntabilitas) 

3. Membuat draf tidak 

usah menunggu 

instruksi dari atasan dan 

harus sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan 

(Anti Korupsi) 

Sub Kegiatan IV 

1. Memastikan draf 

laporan penerimaan 

alkon dibuat sesegera 
mungkin ketika alkon 

sudah diterima oleh 

provinsi terkait 

(Nasionalisme, 

Akuntabilitas, Anti 

Korupsi) 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

tahun 2021. 

Antisipasi 

kekurangan alkon 
ini dapat mencegah 

gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. 

Dengan kata lain, 

kegiatan ini 

diharapkan mampu 

meningkatkan 

target mCPR. 

Selain itu, kegiatan 

ini bertujuan 

menghindari 
adanya alkon yang 

kadaluarsa dan 

tidak termanfaatkan 

sampai tahun 2021. 

dengan sungguh-

sungguh dan 

ikhlas (IKHLAS) 

5. Membantu 

menyiapkan 

bahan kerjasama 

re-alokasi pil 

dengan Provinsi 
Papua Barat 

1. Membuat draf 

perubahan rencana 

distribusi pil kepada 

Sekretaris Utama 

BKKBN dan Biro 
Keuangan dan 

Dokumen draf 

surat perubahan 

rencana distribusi 

pil  

 
 

Sub Kegiatan I 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 

dengan jumlah yang 

telah disepakati 
(Akuntabilitas) 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 
seimbang dan 

Menjalin 

kerjasama dengan 

perwakilan 

BKKBN provinsi 

lain merupakan 
bentuk 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

(Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai 
Akuntabilitas, 

Nasionalisme, 

Etika Publik, 

Anti Korupsi, 

Whole of 

Government) 

Pengelolaan BMN 

BKKBN. 

2. Membuat rencana 
distribusi alkon pil ke 

Sekretaris BKKBN 

DIY. 

3. Membuat surat 

perintah mengeluarkan 

barang kepada 

bendahara materiil. 

4. Setelah alkon diterima 

oleh Provinsi Papua 

Barat, membuat draf 

laporan ke Biro 
Keuangan dan 

Pengelolaan Barang 

Milik Negara. 

 

 

Draf surat 
 

 

 

Draf SPMB 

 

 

 

Draf surat laporan 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

3. Menjalin komunikasi 
yang baik dan sopan 

kepada BKKBN 

Provinsi Papua Barat 

(Etika Publik) 

Sub Kegiatan II 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 

dengan jumlah yang 

telah disepakati 

(Akuntabilitas) 

2. Melaporkan kepada 
atasan (Akuntabilitas) 

Sub Kegiatan III 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai 

dengan jumlah alkon 

pada rencana distribusi 

(Akuntabilitas) 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

3. Membuat draf tidak 

usah menunggu 

instruksi dari atasan dan 
harus sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan 

keluarga berkualitas 

maka salah satu 

cara yang dilakukan 
adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi. Re-

alokasi alkon/ 

distribusi dinamis 

merupakan salah 

satu cara untuk 

memenuhi 

kebutuhan alkon pil 
di Papua Barat 

sampai tahun 2021. 

Antisipasi 

kekurangan alkon 

ini dapat mencegah 

gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. 

Dengan kata lain, 

kegiatan ini 

diharapkan mampu 

meningkatkan 

target mCPR. 
Selain itu, kegiatan 

ini bertujuan 

KERJASAMA. 

Re-alokasi juga 

penerapan dari 
memaksimalkan 

sumber daya yang 

ada untuk 

mencapai hasil 

maksimal 

(CERDAS), 

setiap tahapan 

kegiatan yang 

dilakukan didasari 

rasa tanggung 

jawab, terbuka, 
jujur 

(INTEGRITAS), 

serta dilaksanakan 

dengan sungguh-

sungguh dan 

ikhlas (IKHLAS) 
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NO KEGIATAN 

TAHAPAN 

KEGIATAN 

 

OUTPUT 
KETERKAITAN 

SUBSTANSI 

KONTRIBUSI 

VISI/MISI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

(Anti Korupsi) 

 

Sub Kegiatan IV 
1. Memastikan draf 

laporan penerimaan 

alkon dibuat sesegera 

mungkin ketika alkon 

sudah diterima oleh 

provinsi terkait 

(Nasionalisme, 

Akuntabilitas, Anti 

Korupsi) 

2. Melaporkan kepada 

atasan (Akuntabilitas) 

menghindari 

adanya alkon yang 

kadaluarsa dan 
tidak termanfaatkan 

sampai tahun 2021. 
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J. Jadwal Rencana Aktualisasi  

No Kegiatan  
September Oktober 

III IV I II III IV 

KEGIATAN 1 

1 Mengumpulkan bahan penyusunan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 
 23     

Membantu mencermati ketersediaan anggaran  23     

Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan dengan ketersediaan anggaran  23     

Membantu revisi anggaran  23     

Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari bidang KB-KR ke PPK  23     

 Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna 

Anggaran) 
 24     

Membuat draf surat persetujuan KPA atas revisi anggaran  24     

Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan dan BMN  24     

KEGIATAN  2 

2 Membuat draf surat permohonan koordinasi dengan PD IBI DIY.  25     

Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala 

Perwakilan. 
 26     

Melakukan penomeran surat dan cap lembaga berkoordinasi dengan Sekretariat.  27     

Melakukan pengarsipan surat keluar bidang.  27     

Mengirimkan surat ke IBI.  27     

Membantu kelancaran Rapat Koordinasi dengan PD IBI DIY.  3     

Membuat notulensi hasil rapat koordinasi dengan IBI.  3     

Melaporkan hasil notulensi rapat ke atasan.  3     
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KEGIATAN  3 DAN 4 

3 Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan 

anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis 
   8   

Membuat draf rencana distribusi pil ke Provinsi Jawa Barat    9   

Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN    9   

Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa Barat, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 
     30 

Melakukan koordinasi dengan Subbag Keuangan dan BMN terkait kesiapan 

anggaran untuk re-alokasi/distribusi dinamis 
    8  

Membuat draf rencana distribusi suntik ke Provinsi Papua     9  

Membuat draf surat perintah mengeluarkan barang ke BMN     9  

Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 
     30 

KEGIATAN 5 

4 Membuat draf perubahan rencana distribusi pil kepada Sekretaris Utama BKKBN 

dan Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN. 
  3    

Membuat rencana distribusi alkon pil ke Sekretaris BKKBN DIY.   4    

Membuat surat perintah mengeluarkan barang kepada bendahara materiil.   4    

Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua Barat, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. 
     30 
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K. Rencana Antisipasi Kendala yang Dihadapi 

No Tahapan Kegiatan Kendala Antisipasi 

1 Membantu menyesuaikan 

bentuk kegiatan dengan 

ketersediaan anggaran 

 

Ketersediaan anggaran 

tidak mencukupi 

pembiayaan bhaksos 

secara penuh 

 

Sistem pembiayaan 

subsidi 

2 Membantu melakukan revisi 

anggaran kegiatan 

Pejabat yang berwenang 

tugas luar kota 

-Konfirmasi kehadiran 

pejabat yang berwenang 

di kantor melalui 

Sekretaris 

-Mempersiapkan 

dokumen sebelumnya 

 

3 Membuat draf laporan  hasil 

revisi ke Subbag Keuangan dan 

BMN 

Usulan revisi terkadang 

membutuhkan waktu 

yang lama untuk masuk 

dalam aplikasi di 

bendahara 

Melakukan konfirmasi 

yang intensif 

4 Membantu terselenggarakannya 

rapat koordinasi dengan PD IBI 

DIY 

Penyesuaian jadwal 

antara Kabid KB-KR 

dengan PD IBI DIY 

Melakukan konfirmasi 

melalui sekretaris PD 

IBI DIY 

5 Membuat draf rencana 

distribusi dan membuat SPMB 

untuk melakukan distribusi 

alkon suntik ke IBI melalui 

OPD KB Kabupaten/Kota 

Belum adanya permintaan 

alkon suntik dari PD IBI 

DIY 

Melakukan konfirmasi 

melalui sekretaris PD 

IBI DIY 

6 Melakukan persiapan 

pelaksanaan bhaksos 

 

Belum terdistribusinya 

alkon suntik ke IBI 

melalui faskes 

Melakukan koordinasi 

dengan OPD KB 

Kabupaten/Kota 

7 Membantu pelaksanaan 

bhaksos suntik 

 

Kesiapan jumlah akseptor 

mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan 

sehingga ada 

kemungkinan 

pelaksanaan tidak sesuai 

jadwal   

Melakukan koordinasi 

dengan OPD KB agar 

PKB menggerakkan 

akseptor guna 

mengikuti bhaksos 

8 Melakukan koordinasi dengan 

Subbag Keuangan dan BMN 

terkait kesiapan anggaran untuk 

re-alokasi/distribusi dinamis 

 

Revisi anggaran belum 

selesai 

Melakukan koordinasi 

dengan Subbag 

Keuangan dan BMN 
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BAB III 

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Gambaran Umum Pelaksanan Aktualisasi  

Secara umum, pelaksanaan aktualisasi berjalan lancar. Dukungan seluruh 

komponen Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY dalam bentuk arahan, 

kesempatan belajar, fasilitas, dan bimbingan mentor sangat membantu peserta 

diklat dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi dengan baik. Selain itu, sub 

bidang lain, yaitu Subbidang Keuangan dan BMN mampu bekerjasama 

dengan baik terkait kegiatan distribusi dinamis alat kontrasepsi suntik dan pil 

yang dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Papua, dan 

Papua Barat. Namun, dalam pelaksanaan distribusi dinamis terdapat 

perbedaan jumlah yang dikirimkan dengan rencana awal distribusi. Kasus 

distribusi pil yang seharusnya dikirimkan sebanyak 225.000 cycle ke Provinsi 

Jawa Barat hanya dikirimkan sebanyak 175.000 cycle. Hal ini dikarenakan 

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat meminta pil sebanyak 50.000 

cycle.  Distribusi suntik yang seharusnya dikirimkan sebanyak 327.000 vial 

ke Perwakilan BKKBN Provinsi Papua hanya dikirimkan 200.000 vial. Hal 

ini dikarenakan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua hanya mampu menerima 

200.000 vial melalui pemberitahuan surat Nomor 2880/SP.03.02/2019 

tanggal 9 Oktober 2019 tentang realokasi Kontrasepsi Suntik. 

Proses pelaksanaan aktualisasi tidak berjalan tanpa kendala. Beberapa 

kendala yang dialami antara lain: 

 Pelaporan hasil revisi anggaran ke Subbag Keuangan dan BMN 

dilaksanakan tanggal 27 September 2019, mundur dari jadwal 

seharusnya yaitu 24 September 2019. Hal ini dikarenakan Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) tidak berada di tempat pada tanggal 24 

Oktober 2019 dan baru berada di tempat tanggal 27 Oktober 2019. 
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 Rapat koordinasi dengan PD IBI DIY dilaksanakan tanggal 7 Oktober 

2019, mundur dari jadwal seharusnya yaitu 3 Oktober 2019. Hal ini 

dikarenakan pada tanggal 3 Oktober 2019 Bidang KBKR Perwakilan 

BKKBN DIY melaksanakan bakti sosial pelayanan KB MOW di RS 

HappyLand. 

 Tahapan kegiatan 2-3 pada kegiatan 3 dan 4 baru bisa dilaksanakan 

tanggal 10 Oktober 2019, seharusnya tanggal 9 Oktober 2019. Hal ini 

dikarenakan terjadi perubahan jumlah pil dan suntik yang harus 

didistribusikan ke masing-masing kantor perwakilan Jawa Barat dan 

Papua. Kondisi ini mengharuskan Subbid Bina Kesertaan KB Jalur 

Pemerintah dan Swasta harus berkoordinasi intensif dengan Subbag 

keuangan dan BMN, Perwakilan BKKBN Provinai Jawa Barat, Papua, 

dan Papua Barat, serta dengan BKKBN Pusat. 

B. Analisa Dampak jika Isu Tidak Dilaksanakan 

Nilai Akuntabilitas jika tidak melekat pada pelaksanaan kegiatan 1 sampai 

kegiatan 5 akan menyebabkan perkembangan  pelaksanaan yang dilakukan 

tidak dapat diketahui oleh atasan, karena tidak ada laporan kepada atasan atas 

apa yang telah kita laksanakan. Kondisi ini akan menyebabkan jika kita 

mengalami kendala, maka atasan tidak mengetahui dan tidak mampu 

memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Kendala yang tidak 

terselesaikan dengan baik akan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi 

mundur bahkan tidak berhasil. Jika kegiatan mundur dari jadwal yang 

semestinya, maka pil dan suntik akan semakin mendekati masa kadaluarsa. 

Potensi kegagalan pelayanan KB menjadi lebih tinggi, di mana dengan 

sumber daya yang melimpah (over stock) tidak mampu meningkatkan 

cakupan pelayanan KB. Hal ini akan berdampak terhadap kredibilitas 

organisasi. 

Nilai Nasionalisme, dalam hal ini adil dan berorientasi terhadap kepentingan 

publik jika tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan akan 
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mengakibatkan pelayanan KB tidak mencakup masyarakat yang benar-benar 

membutuhkan. Hal ini mengakibatkan angka unmet need sulit diturunkan.  

Etika Publik ditunjukkan dalam bentuk sopan santun ketika berkoordinasi, 

ramah ketika berkoordinasi, dan tidak memaksakan kehendak ketika tujuan 

koordinasi kita belum tercapai. Nilai ini jika tidak diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan 1 sampai kegiatan 5 akan menghambat proses 

koordinasi dan kerjasama, baik antar subbidang dalam satu bidang, antar 

subbidang di luar bidang, antar kantor perwakilan BKKBN, BKKBN dengan 

mitra kerja, dan antara kantor perwakilan dengan BKKBN Pusat. Proses 

koordinasi dan kerjasama yang terhambat akan mengancam kelancaran dan 

kecepatan pelaksanaan distribusi dinamis pil dan suntik. Semakin lama proses 

pelaksanaan distribusi dinamis ini, maka masa tunggu pil dan suntik akan 

semakin singkat. Masa tunggu yang semakin singkat jika tetap digunakan 

akan mengurangi efektivitas metode kontrasepsi. Dengan kata lain, 

kemungkinan untuk mengalami kegagalan kontrasepsi lebih tinggi. 

Kegagalan kontrasepsi akan menyebabkan kinerja institusi dipertanyakan. 

Selain itu, nilai Whole of Government jika tidak dilaksanakan maka distribusi 

dinamis tidak akan dapat terlaksana. Alkon suntik dan pil akan menumpuk di 

gudang BKKBN DIY, namun di Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat 

justru mengalami kekosongan. Kekosongan yang terjadi di 3 provinsi tersebut 

akan mengakibatkan pelayanan KB terganggu, bahkan berpotensi 

meningatkan unmet need dan juga gagal meningkatkan mCPR (Modern 

Contraceptive Prevalence Rasio). 

Peserta pelatihan dasar juga tidak akan memahami konsep Komitmen Mutu 

jika pelaksanaan kegiatan 1 sampai kegiatan 5 tidak didasarkan atas nilai 

tersebut. Dalam pengiriman surat permohonan koordinasi ke PD IBI DIY 

misalnya, dapat dilakukan bersamaan dengan pengiriman surat lain yang juga 

harus dikirimkan ke PD IBI DIY. Jika konsep efisiensi ini tidak dilaksanakan, 

maka waktu pengiriman menjadi lebih lama dan sumber daya yang digunakan 
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juga lebih banyak. Sebagai contoh, harus kembali ke kantor PD IBI DIY 

untuk mengirimkan surat yang berbeda, padahal hal tersebut bisa dilakukan 

secara bersamaan. Jika tidak bisa mengirimkan surat secara langsung, bisa 

jadi kita harus mengirimkan lewat kurir atau pos dengan biaya tambahan. 

Sedangkan jika dikirimkan bersamaan dengan surat lain maka akan 

menghemat biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan. 

Nilai Anti Korupsi memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Anti Korupsi 

memastikan bahwa alkon suntik dan pil yang dikirimkan ke Provinsi Papua 

Barat, Jawa Barat, dan Papua jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera 

dalam surat permintaan dari provinsi terkait. Jika nilai Anti Korupsi tidak 

diterapkan, maka pelaksanaan rangkaian kegiatan menjadi terganggu. Hal ini 

akan berakibat masa kadaluarsa alkon lebih dekat, mengingat alkon akan 

kadaluarsa pada tahun 2020 untuk suntik dan tahun 2021 untuk pil. Jika 

jumlah yang dikirimkan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat 

permintaan, maka akan mengakibatkan pelayanan KB di provinsi penerima 

menjadi terganggu jika jumlah alkon yang diterima kurang. Namun, jika 

alkon yang diterima jumlahnya berlebih, maka akan menjadi temuan di 

Provinsi DIY karena jumlah barang masuk tidak sesuai dengan jumlah abrang 

keluar ditambah dengan jumlah stok alkon di gudang provinsi. Hal ini jelas 

akan menimbukan permasalahan baru bagi BKKBN DIY. 
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C. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi 

NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 
TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 
ORGANISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Membantu 

melakukan 

revisi anggaran 

kegiatan 

Subbidang 

Bina Kesertaan 

KB Jalur 

Pemerintah dan 

Swasta untuk 

mendukung 
bhaksos suntik 

melalui PD IBI 

DIY 

 

Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai 

Akuntabilitas, 

Nasionalisme, 

Etika Publik, 

Komitmen 

Mutu, Anti 
Korupsi, 

Pelayanan 

Publik, dan 

Whole of 

Government 

Mengumpulkan 

bahan penyusunan 

bentuk kegiatan 

yang akan 

dilaksanakan. 

23 September 

2019 

Dokumen 

rencana 

kegiatan 

(Output 1.1) 

dan gambar 

1.1 

  1. Menyesuaikan dengan 

kebutuhan di masyarakat, 

di mana bhaksos ini 

merupakan bentuk 

keberpihakan terhadap 

kepentingan masyarakat 

khususnya di kabupaten 

tempat pelaksanaan 

bhaksos. Hal ini 

dikarenakan terdapat 3 
kabupaten di DIY yang 

belum mempunyai dana 

bhaksos, yaitu Bantul, 

Kulon Progo, dan 

Gunungkidul. Melakukan 

kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai 

kepentingan masyarakat 

dan bukan hanya 

kepentingan golongan 

merupakan prinsip 

Nasionalisme, yaitu ASN 
sebagai pelayan publik.  

 

2. Mengumpulkan bahan 

penyusunan bentuk 

kegiatan juga dilakukan 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga 

berkualitas maka 

salah satu cara 

yang dilakukan 
adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi. 

Dengan merevisi 

anggaran 

subbidang, 

diharapkan dana 

tersebut dapat 

digunakan untuk 
kegiatan bhaksos. 

Kegiatan ini 

dimaksudkan 

untuk memperluas 

cakupan 

Revisi anggaran 

subbidang 

dilakukan dalam 

rangka mengetahui 

pos anggaran mana 

yang masih 

memiliki sisa 

anggaran untuk 

dapat digunakan 

pada kegiatan 
lainnya. Hal ini 

sangat penting 

untuk 

mengefisienkan 

anggaran. Konsep 

efisiensi ini 

merupakan unsur 

dalam nilai 

BKKBN, yaitu 

CERDAS. 

 

Mengumpulkan 
bahan penyusunan 

bentuk kegiatan 

(bhaksos) 

dilakukan dengan 

bertanya kepada 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dengan koordinasi dengan 

atasan. Pelaksanaan 

persiapan ini dilakukan 

dengan komunikasi yang 

baik, sopan, santun, dan 

mau menerima setiap 

ilmu baru yang 
didapatkan. Konsep ini 

sejalan dengan nilai Etika 

Publik. 

 

3. Mengumpulkan bahan 

juga dilakukan dengan 

bertanya kepada 

subbidang lain. Hal ini 

dikarenakan bentuk 

kegiatan bhaksos 

umumnya dilakukan oleh 

Subbidang Bina 
Kesertaan KB Jawilsus. 

Konsep kerjasama ini 

sejalan dengan nilai 

Whole of Government 

(WoG). 

 

4. Menyusun draf kegiatan 

yang akan dilaksanakan 

juga dilakukan dengan 

memastikan tidak adanya 

kesalahan tulisan dan 

kepesertaan KB. 

Memperluas 

cakupan 

kepesertaan KB 

masuk ke dalam 

misi BKKBN 

menyelenggarakan 
Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi. 

 

subbidang lain 

terkait komponen 

apa saja yang harus 

disiapkan. Dalam 

pelaksanaan 

bhaksos, umumnya 

ada belanja bahan, 
belanja sewa, 

belanja jasa 

lainnya, dan belanja 

perjalanan biasa. 

Kerjasama, 

sinergisitas antar 

staf dalam satu 

subbidang maupun 

antar subbidang 

sesuai dengan nilai 

BKKBN, yaitu 

KERJASAMA. 
 

Proses revisi 

anggaran harus pula 

dilakukan secara 

jujur, terbuka, dan 

sungguh-sungguh. 

Proses ini juga 

harus dilaporkan 

kepada Subbagian 

Keuangan dan 

BMN. Konsep ini 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

konten. Aspek ketelitian 

ini masuk dalam nilai 

Komitmen Mutu. 

 

5. Setelah draf selesai 

dibuat, draf juga 

dikomunikasikan kepada 
atasan. Hal ini sesuai 

dengan nilai 

Akuntabilitas, dimana 

salah satu dimensi 

akuntabilitas adalah 

akuntabilitas memerlukan 

laporan. 

sesuai dengan nilai 

BKKBN 

INTEGRITAS.  

 

Menjalankan semua 

tahapan kegiatan 

dilakukan dengan 
hati yang gembira, 

tidak banyak 

mengeluh, dan 

bekerja untuk 

ibadah. Konsep ini 

sejalan dengan nilai 

BKKBN yaitu 

IKHLAS. 

 

Membantu 

mencermati 

ketersediaan 
anggaran dan 

menyesuaikan 

bentuk kegiatan 

dengan 

ketersediaan 

anggaran 

memerlukan 

pengalaman, 

kecermatan, dan 

pemahaman. Belum 

lamanya peserta 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

diklat berada di 

subbid terkait 

menjadikan 

pemahaman sedikit 

sulit untuk dicapai. 

Namun, peserta 

diklat tidak putus 
asa, terus bertanya. 

Konsep ini sejalan 

dengan nilai 

BKKBN yaitu 

TANGGUH. 

  Membantu 

mencermati 

ketersediaan 

anggaran  

23 September 

2019 

Dokumen 

(output 1.2) 

dan gambar 

1.2 

  1. Secara cermat melihat 

dan menghitung berapa 

anggaran yang telah 

terpakai, untuk apa saja, 

dan pada item mana saja 

anggaran yang masih 

dapat direvisi. Proses ini 

dilakukan secara cermat 
agar tidak terjadi 

kesalahan hitung. Prinsip 

ini sejalan dengan nilai 

Akuntabilitas. 

 

2. Meminimalisir kesalahan 

juga bertujuan 

mengurangi proses 

lamanya pengerjaan 

membantu revisi 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

anggaran. Dengan kata 

lain, efisiensi menjadi hal 

yang diperhatikan. Hal ini 

sejalan dengan nilai 

Komitmen Mutu, di mana 

efisiensi merupakan salah 

satu unsur dalam 
Komitmen Mutu. 

  Membantu 

menyesuaikan 

bentuk kegiatan 

dengan 

ketersediaan 

anggaran 

23 September 

2019 

Dokumen 

(output 1.2) 

dan gambar 

1.3 

  1. Membantu proses 

penyesuaian anggaran 

dengan penuh tanggung 

jawab, mengerjakan 

setiap pekerjaan yang 

ditugaskan dengan 

tanggung jawab. Rasa 

tanggung jawab dalam 

bekerja merupakan salah 

satu nilai Akuntabilitas. 

Selain itu, rasa tanggung 

jawab merupakan satu 
dari Sembilan konsep 

Anti Korupsi dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

(KPK) (Modul Anti 

Korupsi) 

 

2. Menyampaikan gagasan 

dengan baik, santun 

kepada atasan. Aspek ini 

masuk dalam nilai Etika 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Publik. 

  Membantu revisi 

anggaran 

23 September 

2019 

Dokumen 

(output 1.2) 

dan gambar 

1.4 

  1. Memastikan tidak ada 

agenda kegiatan lain yang 

tidak dapat terlaksana 

dengan adanya revisi 

anggaran. Hal ini dapat 

dipastikan karena sisa 

anggaran yang ada 
merupakan hasil dari 

anggaran yang sudah 

digunakan untuk 

kegiatan. Konsep ini 

sejalan dengan rasa adil 

yang merupakan salah 

satu nilai dari 

Nasionalisme. 

 

2. Menyesuaian dengan 

aturan yang berlaku, di 

mana akun dengan kode 
awal 524 tidak boleh 

direvisi menjadi nilai 

yang lebih besar. Konsep 

ini sejalan dengan Etika 

Publik kita sebagai ASN 

dan sikap Anti Korupsi. 

 

3. Memastikan tidak ada 

kesalahan peserta diklat 

dalam membantu revisi 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

anggaran. Ketelitian 

masuk dalam nilai 

Akuntabilitas. Ketelitian 

juga berguna dalam 

mempercepat kinerja 

sebagai bentuk efisiensi. 

Efisiensi merupakan salah 
satu nilai dalam 

Komitmen Mutu.  

 

4. Merevisi anggaran 

subbidang juga dilakukan 

sesuai tujuan awal, yaitu 

mencari dana untuk 

kegiatan bhaksos suntik 

dari sisa dana kegiatan 

lain. Hal ini semata-mata 

agar kegiatan bhaksos 

dapat dilakukan untuk 
kepentingan masyarakat. 

Konsep ini sesuai dengan 

konsep Nasionalisme dan 

Pelayanan Publik.  

  Membuat draf 

pengajuan revisi 

anggaran dari 

Bidang KB-KR ke 

Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) 

23 September 

2019 

Dokumen 

draf 

pengajuan 

revisi 

anggaran 

(output 1.5) 

  1. Menyelesaikan draf 

pengajuan revisi anggaran 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Penyelesaian 

tugas dilakukan secara 

bertanggung jawab sesuai 

dengan nilai 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi. 

 

2. Pembuatan draf revisi 

anggaran disesuaikan 

dengan jumlah hasil 

revisi yang telah 
disepakati, tidak 

menambah ataupun 

mengurangi. Konsep ini 

sesuai dengan nilai Anti 

Korupsi. 

 

3. Setelah draf selesai 

dibuat, draf dilaporkan 

kepada atasan sebagai 

bagian dari Akuntabilitas 

dan kendali mutu dari 

pengawas kepada 
pelaksana. Kendali mutu 

ini sesuai dengan nilai 

Komitmen Mutu. 

  Membuat draf 

pengajuan revisi 

anggaran dari 

Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) 

ke Kuasa 

Pengguna 

Anggaran (KPA) 

24 September 

2019 

Dokumen 

draf 

pengajuan 

revisi 

anggaran 

(output 1.6) 

  1. Menyelesaikan draf 

pengajuan revisi anggaran 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Penyelesaian 

tugas dilakukan secara 

bertanggung jawab sesuai 

dengan nilai 

Akuntabilitas dan Anti 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Korupsi. 

 

2. Pembuatan draf revisi 

anggaran disesuaikan 

dengan jumlah hasil 

revisi yang telah 

disepakati, tidak 
menambah ataupun 

mengurangi. Konsep ini 

seseuai dengan nilai Anti 

Korupsi. 

 

3. Setelah draf selesai 

dibuat, draf dilaporkan 

kepada atasan sebagai 

bagian dari Akuntabilitas 

dan kendali mutu dari 

pengawas kepada 

pelaksana. Kendali mutu 
ini sesuai dengan nilai 

Komitmen Mutu. 

  Membuat draf 

surat persetujuan 

Kuasa Pengguna 

Anggaran atas 

revisi anggaran 

24 September 

2019 

Dokumen 

draf surat 

persetujuan 

(output 1.7) 

  0 Memastikan bahwa draf 

surat terselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah 

ditentukan. Hal ini 

merupakan bentuk 

tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, di mana 

tanggung jawab merupakan 

nilai dalam Akuntabilitas 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dan Anti Korupsi. 

 

1 Memastikan bahwa tidak 

ada kesalahan ketik dalam 

draf surat persetujuan 

Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA) atas revisi 
anggaran. Konsep 

ketelitian ini sejalan 

dengan nilai Akuntabilitas. 

Tidak adanya kesalahan 

peserta diklatan juga 

mengurangi waktu 

pengerjaan sehingga 

menjadi lebih efisien. 

Selain itu, sumber daya 

tinta dan kertas menjadi 

lebih hemat. Konsep 

efisiensi ini sejalan dengan 
nilai Komitmen Mutu. 

  Melaporkan hasil 

revisi ke Subbag 

Keuangan dan 

BMN 

27 September 

2019 

Dokumen 

laporan hasil 

revisi (output 

1.2 dan 1.8) 

dan gambar 

1.5 

Mundurnya 

jadwal 

pelaporan 

dikarenakan 

pejabat Kuasa 

Pengguna 

Anggaran 

(KPA) tidak 

berada di 

tempat 

Melakukan 

koordinasi 

dengan 

sekretaris 

KPA serta 

menyiapkan 

dokumen 

yang 

diperlukan 

terlebih 

1. Memberikan laporan 

tertulis sebagai bagian 

dari transparansi dan 

akuntabilitas. Konsep ini 

sejalan dengan nilai 

Akuntabilitas itu sendiri 

dan juga Etika Publik. 

Transparansi dan 

akuntabilitas merupakan 

dua aspek dalam dimensi 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dahulu agar 

jika KPA 

sudah berada 

di kantor, 

dokumen 

cepat 

diproses. 

modalitas. Sedangkan 

dimensi modalitas 

merupakan satu dari tiga 

dimensi Etika Publik. 

 

2.  Memberikan laporan 

tersebut secara langsung 
kepada Subbagian 

Keuangan dan BMN agar 

laporan cepat sampai dan 

diterima oleh pihak 

terkait. Hal ini sesuai 

dengan prinsip WoG. 

 

3. Menyampaikan laporan 

apa adanya berdasarkan 

hasil keputusan 

sebelumnya, tidak ada 

penambahan dan 
pengurangan. Konsep ini 

sejalan dengan nilai Anti 

Korupsi. Selain itu, 

mengerjakan pekerjaan 

sesuai fakta di lapangan 

merupakan bentuk 

integritas dan 

profesionalisme. Kedua 

nilai ini masuk ke dalam 

prinsip Nasionalisme. 

2 Mengumpulkan Membuat draf 24 September Dokumen Pelaksanaan  1. Memastikan tidak ada Dalam rangka Bhaksos suntik 



 
 

69 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

bahan 

kerjasama 

persiapan bakti 

sosial suntik 

dengan PD IBI 

DIY 

 
Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai 

Akuntabilitas, 

Etika Publik, 

Komitmen 

Mutu, Anti 

Korupsi, dan 

Whole of 

Government 

surat permohonan 

koordinasi dengan 

PD IBI DIY 

2019 (output 2.1) lebih cepat 

dari jadwal, 

karena 

sekaligus akan 

diserahkan 

bersamaan 

dengan surat 
lainnya karena 

tujuan yang 

sama yaitu 

Ketua PD IBI 

DIY 

kesalahan tulis dan 

konten dalam penyusunan 

draf surat permohonan 

koordinasi, dengan kata 

lain proses ini dilakukan 

dengan teliti. Teliti 

merupakan salah satu 
nilai dari Akuntabilitas.  

Meminimalisir kesalahan 

juga menjadikan waktu 

yang diperlukan dalam 

proses pembuatan 

menjadi lebih singkat, 

kertas dan tinta yang 

digunakan lebih sedikit 

sehingga akan lebih 

efisien. Efisien masuk ke 

dalam konsep Komitmen 

Mutu. 
 

2. Memberikan draf kepada 

atasan langsung untuk 

dikoreksi sebagai bentuk 

Akuntabilitas. Selain itu, 

draf juga diberikan 

kepada kepala bidang 

sebelum dimintakan tanda 

tangan Plt. Kepala 

Perwakilan. Hal ini 

sebagai bentuk 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga 

berkualitas maka 
salah satu cara 

yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi. 

Dengan merevisi 

anggaran 

subbidang, 

diharapkan dana 
tersebut dapat 

digunakan untuk 

kegiatan bhaksos. 

Kegiatan ini 

dimaksudkan 

untuk memperluas 

cakupan 

kepesertaan KB. 

Memperluas 

cakupan 

kepesertaan KB 

dilaksanakan 

dengan mitra kerja 

PD IBI DIY 

sebagai penerapan 

salah satu nilai 

BKKBN, yaitu 

KERJASAMA.  
 

Proses kerjasama 

mulai dari rapat 

koordinasi ini 

dilaksanakan 

dengan 

penyesuaian jadwal 

antara Bidang KB-

KR dengan PD IBI 

DIY. Proses ini 

dilalui dengan 

konfirmasi berkala 
yang dilakukan 

dengan rasa 

pantang menyerah. 

Hal ini sesuai 

dengan nilai 

BKKBN yaitu 

TANGGUH. 

 

Bhaksos suntik 

dengan PD IBI DIY 

dilaksanakan 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

profesionalisme kerja dan 

sebagai kendali mutu dari 

administrator-pengawas-

pelaksana. Sikap 

profesionalisme dan 

kendali mutu termasuk ke 

dalam nilai Komitmen 
Mutu. 

 

3. Membuat draf dengan 

penuh rasa tanggung 

jawab dan dilaksanakan 

sesuai dengan batas 

waktu yang ditentukan. 

Rasa tanggung jawab 

masuk ke dalam nilai 

Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi. 

masuk ke dalam 

misi BKKBN 

menyelenggarakan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi. 

sebagai salah satu 

bentuk 

memanfaatkan 

alkon dan dana 

hasil revisi. Alkon 

suntik dan pil di 

gudang perwakilan 
yang sangat banyak 

harus dimanfaatkan 

untuk pelayanan 

agar tidak sampai 

kadaluarsa. Selain 

itu, tujuan 

meningkatkan 

akseptor KB 

(mCPR/Modern 

Contraceptive 

Prevalence Rate) 

dapat tercapai. 
Bekerja secara 

efektif dan efisien 

merupakan salah 

satu pengamalan 

nilai BKKBN, yaitu 

CERDAS. 

 

Setiap tahapan 

kegiatan walaupun 

harus melakukan 

revisi draf surat 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

berkali-kali dan 

melakukan follow 

up berkali-kali naun 

tetap harus 

dilaksanakan 

dengan penuh 

tanggung jawab, 
tulus, dan sungguh-

sungguh. Hal ini 

sesuai dengan salah 

satu nilai BKKBN 

yaitu IKHLAS. 

  Meminta paraf 

atasan, paraf 

kepala bidang, dan 

tanda tangan Plt. 

Kepala Perwakilan 

BKKBN DIY 

25 September 

2019 

Dokumen 

surat (output 

2.2) 

  1. Meminta paraf kepada 

atasan dan kepala bidang 

sebelum ditandatangani 

oleh Plt. Kepala 

Perwakilan merupakan 

salaj satu bentuk kendali 

mutu berjenjang, di mana 

atasan dan kepala bidang 
bisa mengoreksi draf surat 

yang dibuat sebelum 

dimintakan tanda tangan 

kepada Plt. Kepala 

Perwakilan. Konsep ini 

sejalan dengan Komitmen 

Mutu dan Akuntabilitas. 

 

2. Dalam meminta tanda 

tangan dan paraf 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dilakukan dengan sopan 

sanun, ramah, dan 

senyum. Hal ini sejalan 

dengan nilai Etika Publik. 

  Melakukan 

penomeran surat 

dan cap lembaga 

berkoordinasi 
dengan Sekretariat 

25 September 

2019 

Dokumen 

surat (output 

2.3) 

  1. Penomeran dan cap 

lembaga dilakukan atas 

dasar koordinasi dengan 

bagian Sekretariat, yaitu 
Bagian Arsiparis 

Sekretariat. Konsep 

kerjasama dengan bidang 

lain termasuk dalam 

pengalaman nilai Whole 

of Government. 

 

2. Koordinasi dengan bagian 

Arsiparis dilakukan 

dengan sopan, santun, 

ramah. Konsep ini sejalan 

dengan nilai Etika Publik. 

  

  Melakukan 
pengarsipan surat 

keluar bidang 

25 September 
2019 

Dokumen 
surat (output 

2.3) 

  1. Pengarsipan dilakukan 
segera setelah surat 

dikeluarkan agar tidak 

terjadi kelalaian dan tertib 

administrasi dalam 

pengarsipan. Konsep ini 

sejalan dengan 

Akuntabilitas. 

 

2. Pengarsipan juga 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dilakukan tanpa 

menggunakan cap 

lembaga, agar jika 

sewaktu-waktu diperlukan 

surat masih bisa 

digunakan dengan cap 

basah. Konsep ini sejalan 
dengan Komitmen Mutu. 

  Mengirimkan 

surat ke PD IBI 

DIY 

25 September 

2019 

Dokumen 

surat (output 

2.3) 

Bukti 

penerimaan 

tidak bisa 

didapatkan 

karena kantor 

PD IBI DIY 

kosong saat 

surat 

diantarkan. 

 

Bukti 

pengirimiman 
juga tidak bisa 

diperoleh 

karena 

dikirimkan 

langsung oleh 

rekan kerja 

(sesama 

pelaksana 

subbidang 

kami) 

Koordinasi 

via WA 

dengan PD 

IBI DIY jika 

surat sudah 

dikirimkan 

1. Pengiriman surat 

koordinasi ke PD IBI 

DIY dilakukan bersamaan 

dengan pengiriman surat 

undangan International 

Conference on Indonesia 

Family Planning and 

Reproductive Health 

(ICIFPRH). Hal ini sesuai 

dengan konsep efisiensi, 

di mana efisiensi 

termasuk dalam 
Komitmen Mutu. 

 

2. Pengiriman surat 

dilakukan oleh rekan 

pelaksana. Komunikasi 

untuk meminta bantuan 

dilakukan dengan sopan, 

senyum, dan tidak lupa 

mengucapkan terima 

kasih. Prinsip ini sesuai 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dengan nilai Etika Publik. 

  Membantu 

kelancaran Rapat 

Koordinasi dengan 

PD IBI DIY 

7 Oktober 2019 Foto (Gambar 

2.1 dan 

gambar 2.2) 

Waktu 

pelaksanaan 

mundur 

dikarenakan 

pada tanggal 3 

September 

2019 (jadwal 
yang 

sesungguhnya) 

Bidang KB-

KR memiliki 

agenda 

kegiatan lain 

Merubah 

jadwal 

pelaksanaan 

menjadi 

tanggal 7 

Oktober 2019 

1. Menyiapkan kebutuhan 

bahan rapat koordinasi 

dengan penuh tanggung 

jawab. Hal ini sejalan 

dengan prinsip 

Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi. 
 

2. Melakukan job desk 

(notulen) pada hari 

pelaksanaan koordinasi 

secara mandiri, termasuk 

memastikan perangkat 

laptop yang digunakan 

dalam kondisi prima. 

Kemandirian merupakan 

salah satu nilai Anti 

Korupsi. 

 
3. Melakukan kerjasama 

dengan staf subbidang lain 

terkait persiapan rakor 

karena rakor tidak hanya 

membahas bhaksos yang 

diselenggarakan Subbid 

Bina Kesertaan KB 

Jalpemswa, namun juga 

bhaksos dari Subbid 

Kespro yang juga 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

bekerjasama dengan PD 

IBI DIY. Konsep ini 

sejalan dengan Whole of 

Government dan 

Komitmen Mutu. 

  Membuat 

notulensi hasil 

rapat koordinasi 
dengan IBI 

7 Oktober 2019 Notulensi 

hasil rapat 

koordinasi 
(output 2.4) 

  1. Memastikan notulensi 

yang dibuat sudah 

mencakup semua hal 
yang didiskusikan dalam 

kegiatan. Selain itu, juga 

dipastikan bahwa tidak 

ada kesalahan dalam 

pembuatan notulensi. 

Ketelitian dalam bekerja 

merupakan aspek 

Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi. 

 

2. Membuat notulen secara 

mandiri dan inisiatif, 
walaupun tidak diminta 

untuk menjadi notulen. 

Sikap mandiri dan 

inisiatif merupakan 

bentuk pengalaman Anti 

Korupsi. 

 

3. Membuat template 

notulen yang 

memudahkan memahami 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

hasil dan rencana tindak 

lanjut kegiatan, hal ini 

sejalan dengan nilai 

Komitmen Mutu. 

  Melaporkan hasil 

notulensi rapat 

kepada atasan 

7 Oktober 2019 Output 2.4   1. Melaporkan hasil 

notulensi segera setelah 

rapat dilaksanakan. 

Konsep ini sejalan dengan 
Akuntabilitas. Selain itu, 

melaporkan hasil 

notulensi dengan segera 

bermanfaat untuk 

mempercepat rangkaian 

kegiatan yang lain 

sebagai bentuk persiapan 

pelaksanaan bakti sosial. 

Hal ini sejalan dengan 

nilai Anti Korupsi. 

 

2. Memberikan laporan 
kegiatan dengan sikap 

ramah, senyum, dan 

sopan santun. Hal ini 

sesuai dengan nilai Etika 

Publik. 

  

3 Membantu 

menyiapkan 

bahan 

kerjasama re-

alokasi pil 

Melakukan 

koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN terkait 

27 September 

2019 

Gambar 3.1 Dilakukan 

lebih awal 

Antisipasi 

revisi 

anggaran dari 

Bagian 

Perencanaan 

1. Sesegera mungkin 

melakukan koordinasi 

dengan Subbagian 

Keuangan dan BMN 

untuk memastikan dana 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

Menjalin kerjasama 

dengan perwakilan 

BKKBN provinsi 

lain, dalam hal ini 

Perwakilan 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dengan 

Provinsi Jawa 

Barat 

 

Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai WoG, 
Etika Publik, 

Pelayanan 

Publik, 

Akuntabilitas, 

Anti Korupsi, 

Komitmen 

Mutu, dan 

Nasionalisme. 

kesiapan anggaran 

untuk re-

alokasi/distribusi 

dinamis. 

belum selesai segera siap. Hal ini sesuai 

dengan konsep Whole of 

Government dan 

Pelayanan Publik. 

 

2. Melakukan koordinasi 

dengan Subbagian 
Keuangan dan BMN 

secara sopan, ramah, 

tidak memaksakan 

kehendak ingin cepat-

cepat selesai. Konsep ini 

sesuai dengan Etika 

Publik. 

seimbang dan 

keluarga 

berkualitas maka 

salah satu cara 

yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 
Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi. Re-

alokasi alkon/ 

distribusi dinamis 

merupakan salah 

satu cara untuk 

memenuhi 

kebutuhan alkon 

pil di Jawa Barat 

sampai tahun 
2021. Antisipasi 

kekurangan alkon 

ini dapat 

mencegah 

gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. 

Dengan kata lain, 

kegiatan ini 

diharapkan 

mampu 

meningkatkan 

BKKBN Provinsi 

Jawa Barat masuk 

dalam nilai 

BKKBN yaitu 

KERJASAMA. 

 

Re-alokasi atau 
distribusi dinamis 

juga merupakan 

penerapan dari 

memaksimalkan 

sumber daya yang 

ada untuk mencapai 

hasil maksimal. Hal 

ini juga untuk 

meminimalisir 

kemungkinan 

kadaluarsa alkon. 

Konsep ini sejalan 
dengan nilai 

BKKBN yaitu 

CERDAS. 

 

Pelaksanaan 

tahapan kegiatan 

dari mulai 

koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN sampai 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

target mCPR. 

Selain itu, 

kegiatan ini 

bertujuan 

menghindari 

adanya alkon yang 

kadaluarsa dan 
tidak 

termanfaatkan 

sampai tahun 

2021. 

membuat draf 

laporan dilakukan 

dengan rasa 

tanggung jawab dan 

terbuka.  Konsep 

ini sejalan dengan 

nilai BKKBN yaitu 
INTEGRITAS. 

 

Setiap tahapan 

kegiatan yang 

dilakukan, dijalani 

dengan sungguh-

sungguh, iklas agar 

bernilai ibadah. 

Konsep ini sejalan 

dengan nilai 

BKKBN yaitu 

IKHLAS. 
 

Koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN untuk 

memantau kesiapan 

revisi anggaran 

terkait sumber dana 

untuk re-alokasi 

alkon dilakukan 

secara intensif dan 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

tidak mudah 

menyerah. Konsep 

ini sejalan dengan 

nilai BKKBN yaitu 

TANGGUH. 

  Membuat draf 

rencana distribusi 

pil ke Provinsi 
Jawa Barat 

10 Oktober 2019 Draf rencana 

distribusi 

(output 3.2) 

Pelaksanaan 

menunggu 

surat revisi 
jumlah 

pengiriman, 

jadi rensi baru 

dapat dibuat 

tanggal 10 

Oktober 2019 

Menunda 

pembuatan 

rensi, sambil 
terus 

berkoordinasi 

dengan 

Subbag 

Keuangan dan 

BMN 

1. Memastikan bahwa draf 

rencana distribusi pil ke 

Provinsi Jawa Barat 
dibuat sesuai dengan 

jumlah yang telah 

disepakati, yaitu sejumlah 

175.000 vial. Hal ini 

dikarenakan Perwakilan 

Provinsi Papua Barat 

meminta 50.000 vial pil 

sehingga jumlah yang 

dikirimkan ke Jawa Barat 

berkurang dari 225.000 

vial menjadi 175.000 vial. 

Ketelitian termasuk ke 
dalam nilai Akuntabilitas. 

Ketelitian juga 

mengurangi waktu 

pembuatan draf serta 

mempersingkat proses 

distribusi dinamis. Hal ini 

sejalan dengan nilai Anti 

Korupsi. 

 

2. Melaporkan kepada 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

atasan sebelum draf 

rencana distribusi 

ditandatangani oleh 

kepala bidang dan plt 

sekretaris. Hal ini sejalan 

dengan nilai transparansi 

yang masuk ke dalam 
dimensi modalitas, di 

mana dimensi modalitas 

termasuk ke dalam nilai 

Etika Publik. 

  Membuat draf 

surat perintah 

mengeluarkan 

barang ke 

bendahara materiil  

10 Oktober 2019 Draf surat 

perintah 

mengeluarkan 

barang 

(output 3.3) 

Pelaksanaan 

menunggu 

surat revisi 

jumlah 

pengiriman, 

jadi rensi baru 

dapat dibuat 

tanggal 10 

Oktober 2019 

Menunda 

pembuatan 

surat perintah 

mengeluarkan 

barang, 

sambil terus 

berkoordinasi 

dengan 

Subbag 
Keuangan dan 

BMN 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai dengan 

jumlah yang tertera pada 

surat rencana distribusi. 

Hal ini sesuai dengan nilai 

Akuntabilitas. Ketelitian 

dalam menuliskan jumlah 

barang yang tertera dalam 

surat perintah 
mengeluarkan barang akan 

mempercepat proses 

distribusi barang. Hal ini 

sejalan dengan nilai Anti 

Korupsi. 

 

2. Memastikan bahwa dalam 

surat perintah 

mengeluarkan barang 

tertulis informasi batas 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

tahun produksi dan tahun 

kadaluarsa sesuai dengan 

kondisi riil di gudang 

provinsi. Hal ini dilakukan 

untuk menjaga kualitas 

dari alkon dan merupakan 

bagian dari prinsip 
Komitmen Mutu. Selain 

itu, kualitas alkon akan 

menunjang pelayanan 

program KB. Hal ini 

sejalan dengan nilai 

nasionalisme yaitu ASN 

pelayan publik. 

 

3. Melaporkan kepada atasan 

draf yang telah dibuat 

sebelum ditandatangani 

oleh kepala bidang KB-
KR dan Plt. Sekretaris. 

Hal ini sejalan dengan 

nilai Akuntabilitas. 

 

4. Proses pembuatan draf 

tidak usah menunggu 

instruksi atasan. Inisiatif 

sendiri segera setelah 

mendapatkan info dari 

Subbag Keuangan dan 

BMN jika dana untuk 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

distribusi dinamis telah 

siap. Inisiatif akan 

memangkas waktu 

pelaksanaan tahapan 

kegiatan. Hal ini sejalan 

dengan konsep Anti 

Korupsi. 

  Membuat draf 
laporan ke Biro 

Keuangan dan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

28 Oktober 2019 Output 3.4 
dan bukti 3.4, 

gambar 3.2-

3.4 

Dilakukan 
lebih awal dari 

jadwal 

 1. Proses pembuatan draf 
surat laporan dilakukan 

bersamaan dengan 

kegiatan 4 dan 5, yaitu 

distribusi ke Perwakilan 

BKKBN Provinsi Papua 

dan Papua Barat. Hal ini 

untuk efisiensi pelaporan. 

Efisiensi pelaporan 

termasuk dalam nilai 

Komitmen Mutu. 

 

2. Sebelum surat dimintakan 
tanda tangan Plt. Kepala 

Perwakilan, terlebih 

dahulu diperiksa oleh 

atasan. Hal ini sejalan 

dengan konsep 

Akuntabilitas. 

 

3. Mencantumkan tanggal 

diterimanya alkon oleh 

provinsi penerima dengan 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

berkoordinasi dengan 

Subbid Keuangan dan 

BMN. Hal ini sesuai 

dengan nilai Whole of 

Government. 

 

4. Mencantumkan tahun 
kadaluarsa alkon di draf 

surat laporan sebagai 

bentuk menjaga mutu 

alkon. Hal ini sesuai 

dengan nilai Komitmen 

Mutu. Selain itu, informasi 

tahun kadaluarsa alkon 

sangat penting dalam 

memastikan kualitas 

pelayanan yang diterima 

masyatakat. Konsep ini 

sejalan dengan nilai 
pelayanan publik, di mana 

nilai pelayanan publik 

termasuk dalam nilai 

Nasionalisme. 

4 Membantu 

menyiapkan 

bahan 

kerjasama re-

alokasi suntik 

dengan 

Provinsi Papua 

Melakukan 

koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN terkait 

kesiapan anggaran 

untuk re-

27 September 

2019 

Gambar 4.1 Dilakukan 

lebih awal 

Antisipasi 

revisi 

anggaran dari 

Bagian 

Perencanaan 

belum selesai 

1. Sesegera mungkin 

melakukan koordinasi 

dengan Subbagian 

Keuangan dan BMN 

untuk memastikan dana 

segera siap. Hal ini sesuai 

dengan konsep Whole of 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

keluarga 

Menjalin kerjasama 

dengan perwakilan 

BKKBN provinsi 

lain, dalam hal ini 

Perwakilan 

BKKBN Provinsi 

Papua masuk dalam 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

 

Kegiatan ini 

mencerminkan 

nilai WoG, 

Etika Publik, 

Pelayanan 

Publik, 
Akuntabilitas, 

Anti Korupsi, 

Komitmen 

Mutu, dan 

Nasionalisme. 

alokasi/distribusi 

dinamis. 

Government dan 

Pelayanan Publik. 

 

2. Melakukan koordinasi 

dengan Subbagian 

Keuangan dan BMN 

secara sopan, ramah, 
tidak memaksakan 

kehendak ingin cepat-

cepat selesai. Konsep ini 

sesuai dengan Etika 

Publik. 

berkualitas maka 

salah satu cara 

yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga 

Berencana dan 
Kesehatan 

Reproduksi. Re-

alokasi alkon/ 

distribusi dinamis 

merupakan salah 

satu cara untuk 

memenuhi 

kebutuhan alkon 

pil di Jawa Barat 

sampai tahun 

2021. Antisipasi 

kekurangan alkon 
ini dapat 

mencegah 

gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. 

Dengan kata lain, 

kegiatan ini 

diharapkan 

mampu 

meningkatkan 

target Modern 

Contraceptive 

nilai BKKBN yaitu 

KERJASAMA. 

 

Re-alokasi atau 

distribusi dinamis 

juga merupakan 

penerapan dari 
memaksimalkan 

sumber daya yang 

ada untuk mencapai 

hasil maksimal. Hal 

ini juga untuk 

meminimalisir 

kemungkinan 

kadaluarsa alkon. 

Konsep ini sejalan 

dengan nilai 

BKKBN yaitu 

CERDAS. 
 

Pelaksanaan 

tahapan kegiatan 

dari mulai 

koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN sampai 

membuat draf 

laporan dilakukan 

dengan rasa 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Prevalence Rate 

(mCPR). Selain 

itu, kegiatan ini 

bertujuan 

menghindari 

adanya alkon yang 

kadaluarsa dan 
tidak 

termanfaatkan 

sampai tahun 

2021. 

tanggung jawab dan 

terbuka.  Konsep 

ini sejalan dengan 

nilai BKKBN yaitu 

INTEGRITAS. 

 

Setiap tahapan 
kegiatan yang 

dilakukan, dijalani 

dengan sungguh-

sungguh, iklas agar 

bernilai ibadah. 

Konsep ini sejalan 

dengan nilai 

BKKBN yaitu 

IKHLAS. 

 

 

Koordinasi dengan 
Subbagian 

Keuangan dan 

BMN untuk 

memantau kesiapan 

revisi anggaran 

terkait sumber dana 

untuk re-alokasi 

alkon dilakukan 

secara intensif dan 

tidak mudah 

menyerah. Konsep 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

ini sejalan dengan 

nilai BKKBN yaitu 

TANGGUH. 

  Membuat draf 

rencana distribusi 

suntik ke Provinsi 

Papua 

10 Oktober 2019 Draf rencana 

distribusi 

(output 4.2) 

Pelaksanaan 

menunggu 

surat revisi 

jumlah 

pengiriman, 
jadi rensi baru 

dapat dibuat 

tanggal 10 

Oktober 2019 

Menunda 

pembuatan 

rensi, sambil 

terus 

berkoordinasi 
dengan 

Subbag 

Keuangan dan 

BMN 

1. Memastikan bahwa draf 

rencana distribusi suntik 

ke Provinsi Papua dibuat 

sesuai dengan jumlah 

yang telah disepakati, 
yaitu sejumlah 200.000 

cycle. Hal ini dikarenakan 

Perwakilan Provinsi 

Papua hanya sanggup 

menerima 200.000 cycle 

sehingga jumlah yang 

dikirimkan ke Papua 

berkurang dari 327.000 

vial menjadi 200.000 vial 

lengkap dengan 

Autodisposible sebanyak 

100.000 buah. Ketelitian 
termasuk ke dalam nilai 

Akuntabilitas. Ketelitian 

juga mengurangi waktu 

pembuatan draf serta 

mempersingkat proses 

distribusi dinamis. Hal ini 

sejalan dengan nilai Anti 

Korupsi. 

 

2. Melaporkan kepada 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

atasan sebelum draf 

rencana distribusi 

ditandatangani oleh 

kepala bidang dan plt 

sekretaris. Hal ini sejalan 

dengan nilai transparansi 

yang masuk ke dalam 
dimensi modalitas, di 

mana dimensi modalitas 

termasuk ke dalam nilai 

Etika Publik. 

  Membuat draf 

surat perintah 

mengeluarkan 

barang ke 

bendahara materiil  

10 Oktober 2019 Draf surat 

perintah 

mengeluarkan 

barang 

(output 4.3) 

Pelaksanaan 

menunggu 

surat revisi 

jumlah 

pengiriman, 

jadi rensi baru 

dapat dibuat 

tanggal 10 

Oktober 2019 

Menunda 

pembuatan 

surat perintah 

mengeluarkan 

barang, 

sambil terus 

berkoordinasi 

dengan 

Subbag 
Keuangan dan 

BMN 

1. Memastikan bahwa draf 

yang dibuat sesuai dengan 

jumlah yang tertera pada 

surat rencana distribusi. 

Hal ini sesuai dengan nilai 

Akuntabilitas. Ketelitian 

dalam menuliskan jumlah 

barang yang tertera dalam 

surat perintah 
mengeluarkan barang akan 

mempercepat proses 

distribusi barang. Hal ini 

sejalan dengan nilai Anti 

Korupsi. 

 

2. Memastikan bahwa dalam 

surat perintah 

mengeluarkan barang 

tertulis informasi batas 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

tahun produksi dan tahun 

kadaluarsa sesuai dengan 

kondisi riil di gudang 

provinsi. Hal ini dilakukan 

untuk menjaga kualitas 

dari alkon dan merupakan 

bagian dari prinsip 
Komitmen Mutu. Selain 

itu, kualitas alkon akan 

menunjang pelayanan 

program KB. Hal ini 

sejalan dengan nilai 

nasionalisme yaitu ASN 

pelayan publik. 

 

3. Melaporkan kepada atasan 

draf yang telah dibuat 

sebelum ditandatangani 

oleh kepala bidang KB-
KR dan Plt. Sekretaris. 

Hal ini sejalan dengan 

nilai Akuntabilitas. 

 

4. Proses pembuatan draf 

tidak usah menunggu 

instruksi atasan. Inisiatif 

sendiri segera setelah 

mendapatkan info dari 

Subbag Keuangan dan 

BMN jika dana untuk 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

distribusi dinamis telah 

siap. Inisiatif akan 

memangkas waktu 

pelaksanaan tahapan 

kegiatan. Hal ini sejalan 

dengan konsep Anti 

Korupsi. 

  Membuat draf 
laporan ke Biro 

Keuangan dan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

28 Oktober 2019 Output 4.4 
dan bukti 4.4, 

gambar 4.2 

Dilakukan 
lebih awal dari 

jadwal 

 1. Proses pembuatan draf 
surat laporan dilakukan 

bersamaan dengan 

kegiatan 3 dan 5, yaitu 

distribusi ke Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa 

Barat dan Papua Barat. 

Hal ini untuk efisiensi 

pelaporan. Efisiensi 

pelaporan termasuk dalam 

nilai komitmen mutu. 

 

2. Sebelum surat dimintakan 
tanda tangan Plt. Kepala 

Perwakilan, terlebih 

dahulu diperiksa oleh 

atasan. Hal ini sejalan 

dengan konsep 

Akuntabilitas. 

 

3. Mencantumkan tanggal 

diterimanya alkon oleh 

provinsi penerima dengan 

  



 
 

90 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

berkoordinasi dengan 

Subbid Keuangan dan 

BMN. Hal ini sesuai 

dengan nilai Whole of 

Government. 

 

4. Mencantumkan tahun 
kadaluarsa alkon di draf 

surat laporan sebagai 

bentuk menjaga mutu 

alkon. Hal ini sesuai 

dengan nilai Komitmen 

Mutu. Selain itu, informasi 

tahun kadaluarsa alkon 

sangat penting dalam 

memastikan kualitas 

pelayanan yang diterima 

masyatakat. Konsep ini 

sejalan dengan nilai 
Pelayanan Publik, di mana 

menyadari akan ASN 

sebagai pelayan public 

merupakan salah satu sifat 

Nasionalisme. 

5 Membantu 

menyiapkan 

bahan 

kerjasama re-

alokasi pil 

dengan 

Membuat draf 

perubahan rencana 

distribusi pil 

kepada Sekretaris 

Utama BKKBN 

dan Biro 

3 Oktober 2019 Dokumen 

surat 

perubahan 

rencana 

distribusi 

(output 5.1) 

Dilakukan atas 

permintaan 

Perwakilan 

BKKBN 

Provinsi 

Papua Barat 

 1. Segera membuat draf surat 

perubahan rencana 

distribusi pil kepada 

Sekretaris Utama BKKBN 

dan Biro Keuangan dan 

Pengelolaan BMN 

Dalam rangka 

mencapai visi 

BKKBN 

mewujudkan 

penduduk tumbuh 

seimbang dan 

Menjalin kerjasama 

dengan perwakilan 

BKKBN provinsi 

lain, dalam hal ini 

Perwakilan 

BKKBN Provinsi 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Provinsi Papua 

Barat 

 

Kegiatan ini 

masuk dalam 

nilai Komitmen 

Mutu, 
Akuntabilitas, 

Anti Korupsi, 

Etika public, 

WoG, 

Pelayanan 

Publik, dan 

Nasionalisme. 

Keuangan dan 

Pengelolaan BMN 

BKKBN 

BKKBN setelah 

mendapatkan surat 

permintaan pil dari 

BKKBN Provinsi Papua 

Barat. Hal ini sesuai 

dengan konsep Komitmen 

Mutu, di mana kita segera 
menindaklanjuti 

permintaan dari provinsi 

terkait. 

 

2. Memastikan bahwa 

jumlah yang tertera dalam 

perubahan rencana 

distribusi dinamis pil 

sudah sesuai dengan 

perhitungan yang ada. 

Provinsi Papua Barat 

meminta 50.000 cycle pil, 
sementara kami merubah 

kesediaan distribusi 

dinamis pil ke Provinsi 

Jawa Barat dari 225.000 

cycle menjadi 175.000 

cycle. Hal ini sesuai 

dengan nilai Akuntabilitas 

dan Anti Korupsi. 

 

3. Menjalin komunikasi yang 

baik dan sopan dengan 

keluarga 

berkualitas maka 

salah satu cara 

yang dilakukan 

adalah dengan 

menyelenggarakan 

Keluarga 
Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi. Re-

alokasi alkon/ 

distribusi dinamis 

merupakan salah 

satu cara untuk 

memenuhi 

kebutuhan alkon 

pil di Papua Barat 

sampai tahun 

2021. Antisipasi 
kekurangan alkon 

ini dapat 

mencegah 

gagalnya akseptor 

untuk ber-KB. 

Dengan kata lain, 

kegiatan ini 

diharapkan 

mampu 

meningkatkan 

target mCPR. 

Papua Barat masuk 

dalam nilai 

BKKBN yaitu 

KERJASAMA. 

 

Re-alokasi atau 

distribusi dinamis 
juga merupakan 

penerapan dari 

memaksimalkan 

sumber daya yang 

ada untuk mencapai 

hasil maksimal. Hal 

ini juga untuk 

meminimalisir 

kemungkinan 

kadaluarsa alkon. 

Konsep ini sejalan 

dengan nilai 
BKKBN yaitu 

CERDAS. 

 

Pelaksanaan 

tahapan kegiatan 

dari mulai 

koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN sampai 

membuat draf 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Perwakilan BKKBN 

Provinsi Papua Barat 

terkait kepastian tanggal 

pengambilan pil ke 

gudang Provinsi DIY. 

Konsep ini sejalan dengan 

nilai Etika Publik. 

Selain itu, 

kegiatan ini 

bertujuan 

menghindari 

adanya alkon yang 

kadaluarsa dan 

tidak 
termanfaatkan 

sampai tahun 

2021. 

laporan dilakukan 

dengan rasa 

tanggung jawab dan 

terbuka.  Konsep 

ini sejalan dengan 

nilai BKKBN yaitu 

INTEGRITAS. 
 

Setiap tahapan 

kegiatan yang 

dilakukan, dijalani 

dengan sungguh-

sungguh, iklas agar 

bernilai ibadah. 

Konsep ini sejalan 

dengan nilai 

BKKBN yaitu 

IKHLAS. 

 
Koordinasi dengan 

Subbagian 

Keuangan dan 

BMN untuk 

memantau kesiapan 

revisi anggaran 

terkait sumber dana 

untuk re-alokasi 

alkon dilakukan 

secara intensif dan 

tidak mudah 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

menyerah. Konsep 

ini sejalan dengan 

nilai BKKBN yaitu 

TANGGUH. 

  Membuat rencana 

distribusi pil ke 

Sekretaris 

BKKBN DIY 

4 Oktober 2019 Dokumen 

rensi (output 

5.2) 

  1. Memastikan draf rensi 

yang dibuat sesuai dengan 

jumlah yang telah 

dilaporkan dalam surat 
perubahan rencana aksi 

dan sesuai surat 

permintaan dari BKKBN 

Provinsi Papua Barat, 

yaitu 50.000 cycle. 

Konsep ini sejalan dengan 

Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi. 

 

2. Melaporkan draf rensi 

kepada atasan sebagai 

bentuk kendali mutu 
sebelum ditandatangani 

oleh pejabat yang 

bersangkutan. Konsep ini 

sejalan dengan 

Akuntabilitas dan 

Komitmen Mutu. 

  

  Membuat draf 

surat perintah 

mengeluarkan 

barang ke BMN 

4 Oktober 2019 Dokumen 

SPMB 

(output 5.3) 

  1. Memastikan draf yang 

dibuat sesuai dengan 

jumlah alkon yang tertera 

dalam dokumen rencana 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

distribusi. Konsep ini 

sejalan dengan 

Akuntabilitas dan Anti 

Korupsi. 

 

2. Memastikan draf tersebut 

tidak ada kesalahan 
peserta diklatan sehingga 

mempercepat proses 

pengeluaran barang dapat 

segera dilaksanakan. 

Konsep ini sejalan dengan 

nilai Akuntabilitas dan 

Anti Korupsi. 

 

3. Melaporkan draf SPMB 

kepada atasan sebagai 

bentuk kendali mutu 

sebelum ditandatangani 
oleh pejabat yang 

bersangkutan. Konsep ini 

sejalan dengan 

Akuntabilitas dan 

Komitmen Mutu. 

  Membuat draf 

laporan ke Biro 

Keuangan dan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

28 Oktober 2019 Output 5.4 

Gambar 5.1- 

Gambar 5.5 

dan Bukti 

Dokumen 5.4 

Dilakukan 

lebih awald ari 

jadwal yang 

direncanakan 

 1. Proses pembuatan draf 

surat laporan dilakukan 

bersamaan dengan 

kegiatan 3 dan 4, yaitu 

distribusi ke Perwakilan 

BKKBN Provinsi Papua 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

dan Jawa Barat. Hal ini 

untuk efisiensi pelaporan. 

Efisiensi pelaporan 

termasuk dalam nilai 

Komitmen Mutu. 

 

2. Sebelum surat dimintakan 
tanda tangan Plt. Kepala 

Perwakilan, terlebih 

dahulu diperiksa oleh 

atasan. Hal ini sejalan 

dengan konsep 

Akuntabilitas. 

 

 

3. Mencantumkan tanggal 

diterimanya alkon oleh 

provinsi penerima dengan 

berkoordinasi dengan 
Subbid Keuangan dan 

BMN. Hal ini sesuai 

dengan nilai Whole of 

Government. 

 

4. Mencantumkan tahun 

kadaluarsa alkon di draf 

surat laporan sebagai 

bentuk menjaga mutu 

alkon. Hal ini sesuai 

dengan nilai Komitmen 
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NO KEGIATAN TAHAPAN 

PELAKSANAAN 

TANGGAL 

PELAKSANAAN 

OUTPUT 

DAN BUKTI 

HAMBATAN SOLUSI KETERKAITAN DENGAN 

AGENDA ANEKA 

KONTRIBUSI 

TERHADAP 

TUGAS FUNGSI 

ORGANISASI 

PENGUATAN 

NILAI 

ORGANISASI 

Mutu. Selain itu, informasi 

tahun kadaluarsa alkon 

sangat penting dalam 

memastikan kualitas 

pelayanan yang diterima 

masyatakat. Konsep ini 

sejalan dengan nilai 
pelayanan publik, di mana 

sadar ASN sebagai 

pelayan public termasuk 

bentuk Nasionalisme. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Isu belum terdistribusinya alkon pil dan suntik secara maksimal di gudang 

Perwakilan BKKBN Provinsi DIY merupakan salah satu isu krusial yang 

dihadapi oleh BKKBN secara nasional, di mana alkon pil dan suntik akan 

kadaluarsa di tahun 2021 dan 2020. 

 Kelima kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik, walaupun ada 

beberapa tahapan kegiatan dilakukan mundur dari jadwal yang telah 

direncanakan. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama terkait distribusi dinamis 

alkon suntik dan pil mampu meningkatkan kualitas pelayanan KB di DIY, 

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat karena 

alkon dapat digunakan sebelum masa kadaluarsa.  

 Kegiatan-kegiatan tersebut mampu berjalan dengan baik sebagai hasil dari 

komunikasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana dengan pengawas, 

antar sub bidang dalam satu bidang, antar sub bidang dan antar bidang, 

antar perwakilan BKKBN, antara Perwakilan BKKBN Provinsi DIY 

dengan BKKBN Pusat, serta antara Perwakilan BKKBN Provinsi DIY 

dengan mitra kerja PD IBI DIY dan  OPD KB Kabupaten. Selain itu, 

penerapan nilai-nilai ANEKA+ sangat membantu peserta diklat dalam 

memahami tugas dan fungsi Analis Sarana Program KB di Sub Bidang 

Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta. 

 

B. Saran 

 Mempertahankan budaya kerjasama (whole of government) baik yang 

dilakukan antar sub bidang dalam satu bidang maupun sub bidang antar 

bidang. Kerjasama yang baik juga harus selalu dibina dengan mitra kerja, 



 
 

98 
 

dalam hal ini adalah PD IBI DIY dan OPD KB Kabupaten. Selain itu, 

kerjasama juga harus dilanjutkan antar perwakilan BKKBN, dalam hal ini 

antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, dapat diterapkan pula 

nilai-nilai ANEKA+ yang lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing jabatan. 

 Dasar penghitungan kebutuhan alat kontrasepsi didasarkan atas rata-rata 

pengeluaran alat kontrasepsi, bukan berdasarkan PPM (Perkiraan 

Permintaan Masyarakat). Hal ini dikarenakan penghitungan berdasarkan 

PPM belum memperhitungkan jumlah akseptor yang melakukan KB 

mandiri (alat kontrasepsi diperoleh secara mandiri, atau alat kontrasepsi 

yang bukan berasal dari BKKBN). 

C. Rencana Tindak Lanjut 

Distribusi dinamis suntik direncanakan akan dilaksanakan ke Provinsi Papua 

sebanyak 327.000 vial. Akan tetapi, realisasi pengiriman hanya 200.000 vial 

karena permintaan dari Provinsi Papua. Dampak yang ditimbulkan adalah 

Perwakilan BKKBN DIY memiliki sisa suntik sebanyak 125.000 vial  yang 

akan kadaluarsa 2020. Oleh karena itu, Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur 

Pemerintah dan Swasta Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY akan 

bersurat kepada BKKBN Pusat. Harapannya, BKKBN Pusat akan melakukan 

pemetaan kembali terkait distribusi dinamis agar alkon suntik di gudang 

provinsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan terhindar dari kadaluarsa. 

Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Sub Bidang Bina 

Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Bidang KBKR Perwakilan 

BKKBN DIY adalah melaksanakan bakti sosial bekerja sama dengan PD IBI 

DIY. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti kegiatan kedua, yaitu 

mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI DIY. 

Sebanyak 3 kegiatan akan dilaksanakan dengan dana Sub Bidang Bina 

Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta, sedangkan 2 kegiatan akan 



 
 

99 
 

dilaksanakan dengan dana Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. Berikut 

pelaksanaan bakti sosial yang akan dilakukan di 5 kabupaten/kota: 

 Tanggal 14 November 2019 di Kabupaten Bantul 

 Tanggal 18 November 2019 di Kota Yogyakarta 

 Tanggal 19 November 2019 di Kabupaten Kulonprogo 

 Tanggal 20 November 2019 di Kabupaten Sleman 

 Tanggal 21 November 2019 di Kabupaten Gunungkidul 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Form Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 

 

 

 

 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Mentor 

Paraf Mentor 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Menyiapkan draf bentuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

2. Membantu mencermati ketersediaan 
anggaran. 

3. Membantu menyesuaikan bentuk 

kegiatan dengan ketersediaan anggaran. 
4. Membantu revisi anggaran. 

5. Membuat draf pengajuan revisi anggaran 

dari bidang KB-KR ke PPK. 

6. Membuat draf pengajuan revisi anggaran 
dari PPK ke KPA (Kuasa Pengguna 

Anggaran). 

7. Membuat draf surat persetujuan KPA atas 
revisi anggaran. 

8. Melaporkan hasil revisi ke Subbag 

Keuangan dan BMN. 

 Output kegiatan terhadap pemecahan isu; 

Output 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7,1.8 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Pelayanan 

Publik, dan Whole of Government 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

Cerdas, Kerjasama, Integritas, Ikhlas, Tangguh 

Tahapan 
kegiatan 8 yaitu 

melaporkan 

hasil revisi ke 
Subbagian 

Keuangan dan 

BMN dilakukan 

pada tanggal 27 
September 2019 

karena Kuasa 

Pengguna 
Anggaran baru 

berada di tempat 

pada tanggal 
tersebut. 

  

 

 

Nama  : Umi Lutfiah 

NIP  : 19910831 201902 2 007 

Unit Kerja : Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Bidang KB-KR 

Jabatan : Analis Sarana Program KB 

Isu  : Belum maksimalnya distribusi suntik dan pil di gudang provinsi 
Kegiatan 1 : Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan  
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Kegiatan 2 : Mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI 

DIY 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf 

Mentor 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Membuat draf surat permohonan koordinasi 

dengan PD IBI DIY. 

2. Meminta paraf atasan, paraf kepala bidang, 

dan tanda tangan Plt. Kepala Perwakilan. 

3. Melakukan penomeran surat dan cap lembaga 

berkoordinasi dengan Sekretariat. 

4. Melakukan pengarsipan dalam surat keluar 

bidang. 

5. Mengirimkan surat ke IBI. 

6. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi 

dengan PD IBI DIY. 

7. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi 

dengan IBI. 

8. Melaporkan hasil notulensi rapat kepada 

atasan. 

 Output kegiatan terhadap pemecaha isu; 

Output 2.1,2.2,2.3,2.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, 

Anti Korupsi, dan Whole of Government 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

Kerjasama, Tangguh, Cerdas, Ikhlas 

Tahapan kegiatan 1 
dan 2 dilakukan lebih 

awal untuk efisiensi 

(dikirimkan bersamaan 
dengan surat kegiatan 

lainnya). Bukti kirim 

dan bukti terima 

pengiriman surat tidak 

bisa didapatkan karena 

surat diantarkan 

langsung oleh rekan 
pelaksana subbid dan 

pada saat di lokasi 

tidak ada pihak IBI 
yang dapat menerima 
(kantor kosong). 

Tahapan kegiatan 6-8 

dilakukan mundur dari 

jadwal sebelumnya, 

karena pada tanggal 
yang ditentukan, ada 
kegiatan bidang lain. 
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Kegiatan 3 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi 

Jawa Barat 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Mentor 

Paraf Mentor 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Melakukan koordinasi dengan Subbag 

Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran 

untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 

2. Membuat draf rencana distribusi pil ke 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. 

4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa 

Barat, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

 Output kegiatan terhadap pemecahan isu; 

Output 3.2, 3.3,3.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Whole of Government, Etika Publik, 

Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti 

Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

Kerjasama, Cerdas, Integritas, ikhlas, dan 

Tangguh 

Tahapan 
kegiatan 1 

dilakukan lebih 

awal dari jadwal 
yang ditentukan. 

Tahap kegiatan 
2-3 dilakukan 

mundur 1 hari 

dikarenakan 

perubahan 
jumlah alkon 

yang diminta 

dari Provinsi 
Papua 

(pengiriman 

harus dilakukan 
1 paket, jika 

terkendala 1 

maka terkendala 
semuanya). 

Tahap 4 

dilaksanakan 28 
Oktober 2019. 
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Kegiatan 4 : Membantu mengiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan 

Provinsi Papua 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Mentor 

Paraf Mentor 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Melakukan koordinasi dengan Subbag 

Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran 

untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 

2. Membuat draf rencana distribusi suntik ke 

Provinsi Papua. 

3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. 

4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, 

membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 

 Output kegiatan terhadap pemecahan isu; 

Output 4.2,4.3, 4.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Whole of Government, Etika Publik, 

Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti 

Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, dan 

Tangguh 

Tahapan 

kegiatan 1 

dilakukan lebih 

awal dari jadwal 

yang ditentukan. 

Tahap 

kegiatan2-3 

dilakukan 

mundur 1 hari 

dikarenakan 

perubahan 

jumlah alkon 

yang diminta 

dari Provinsi 

Papua 

(pengiriman 

harus 

dilakukan1 

paket, jika 

terkendala 1 

maka terkendala 

semuanya). 

Tahap 4 

dilaksanakan 

tanggal 28 

Oktober 2019. 
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Kegiatan 5 : Membantu mengiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi 

Papua Barat 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Mentor 

Paraf Mentor 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Membuat draf revisi jumlah distribusi 

dinamis alkon pil. 

2. Membuat draf rencana distribusi pil ke 

Provinsi Papua Barat. 

3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. 

4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua 

Barat, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

 Output kegiatan terhadap pemecaha isu; 

Output 5.1,5.2,5.3,5.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Anti Korupsi, 

Etika Publik, Whole of Government, 

Pelayanan Publik, dan Nasionalisme 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, Tangguh 

Tahapan ini 
merupakan 

tahapan 

pengembangan 
(kegiatan 5) 

karena adanya 

permintaan 

khusus dari 

Provinsi Papua 
Barat. 

Tahapan 1-3 

dilaksanakan 

sesuai jadwal 
yang ditentukan 

Tahapan 4 
dilaksanakan 

tanggal 28 
Oktober 2019. 
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Lampiran 2 

Form Pengendalian Aktualisasi oleh Coach 

 

 

 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Coaching 

Waktu dan Media 

Coaching 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Menyiapkan draf bentuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

2. Membantu mencermati ketersediaan anggaran. 

3. Membantu menyesuaikan bentuk kegiatan 
dengan ketersediaan anggaran. 

4. Membantu revisi anggaran. 

5. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari 
bidang KB-KR ke PPK. 

6. Membuat draf pengajuan revisi anggaran dari 

PPK ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). 
7. Membuat draf surat persetujuan KPA atas 

revisi anggaran. 

8. Melaporkan hasil revisi ke Subbag Keuangan 

dan BMN. 

 Output kegiatan terhadap pemecahan isu; 

Output 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7,1.8 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Pelayanan 

Publik, dan Whole of Government 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

 Cerdas, Kerjasama, Integritas, Ikhlas, Tangguh 

Tahapan 

kegiatan 8 yaitu 
melaporkan 

hasil revisi ke 

Subbagian 
Keuangan dan 

BMN dilakukan 

pada tanggal 27 
September 2019 

karena Kuasa 

Pengguna 

Anggaran baru 
berada di tempat 

pada tanggal 
tersebut. 

 27 September 2019 

by grup WA 

 

 

 

 

 

Nama  : Umi Lutfiah 

NIP  : 199108312019022007 

Unit Kerja : Subbid Bina Kesertaan KB Jalpemswa, Bidang KB-KR 

Jabatan : Analis Sarana Program KB 

Isu  : Belum maksimalnya distribusi suntik dan pil di gudang provinsi 
Kegiatan 1 : Membantu melakukan revisi anggaran kegiatan  
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Kegiatan 2 : Mengumpulkan bahan kerjasama bakti sosial suntik dengan PD IBI 

DIY 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan 

Media Coaching 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Membuat draf surat permohonan 

koordinasi dengan PD IBI DIY. 

2. Meminta paraf atasan, paraf kepala 

bidang, dan tanda tangan Plt. Kepala 

Perwakilan. 

3. Melakukan penomeran surat dan cap 

lembaga berkoordinasi dengan 

Sekretariat. 

4. Melakukan pengarsipan dalam surat 

keluar bidang. 

5. Mengirimkan surat ke IBI. 

6. Membantu kelancaran Rapat Koordinasi 

dengan PD IBI DIY. 

7. Membuat notulensi hasil rapat koordinasi 

dengan IBI. 

8. Melaporkan hasil notulensi rapat kepada 

atasan. 

 Output kegiatan terhadap pemecaha isu; 

Output 2.1,2.2,2.3,2.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen 

Mutu, Anti Korupsi, dan Whole of 

Government 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi 

Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

 Kerjasama, Tangguh, Cerdas, Ikhlas 

 Tahapan kegiatan 1 

dan 2 dilakukan lebih 

awal untuk efisiensi 

(dikirimkan bersamaan 

dengan surat kegiatan 

lainnya). Bukti kirim 

dan bukti terima 

pengiriman surat tidak 

bisa didapatkan karena 

surat diantarkan 

langsung oleh rekan 

pelaksana subbid dan 

pada saat di lokasi 

tidak ada pihak IBI 

yang dapat menerima 

(kantor kosong). 

Tahapan kegiatan 6-8 

dilakukan mundur dari 
jadwal sebelumnya, 

karena pada tanggal 

yang ditentukan, ada 
kegiatan bidang lain. 

 

Tahap 1 dan 2  
27 September 

2019 by grup WA 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Tahap 3 dan 4 11 

Oktober 2019 by 
grup WA 
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Kegiatan 3 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi 

Jawa Barat 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Coaching 

Waktu dan Media 

Coaching 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Melakukan koordinasi dengan Subbag 

Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran 

untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 

2. Membuat draf rencana distribusi pil ke 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. 

4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Jawa 

Barat, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

 Output kegiatan terhadap pemecahan isu; 

Output 3.2, 3.3,3.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Whole of Government, Etika Publik, 

Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti 

Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

 Kerjasama, Cerdas, Integritas, ikhlas, dan 

Tangguh 

Tahapan 
kegiatan 1 

dilakukan lebih 

awal dari jadwal 
yang ditentukan. 

Tahap kegiatan 
2-3 dilakukan 

mundur 1 hari 

dikarenakan 

perubahan 
jumlah alkon 

yang diminta 

dari Provinsi 
Papua 

(pengiriman 

harus dilakukan 
1 paket, jika 

terkendala 1 

maka terkendala 
semuanya) 

Tahap kegiatan 

4 dilaksanakan 
28 Oktober 
2019. 

Tahap 1  

27 September 2019 

by grup WA 

 

Tahap 2-3 11 

Oktober 2019 by 

grup WA 

 

 

 

 

 

 

Tahap 4 25 Oktober 

2019 by grup WA 
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Kegiatan 4 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi suntik dengan 

Provinsi Papua 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Coaching 

Waktu dan Media 

Coaching 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Melakukan koordinasi dengan Subbag 

Keuangan dan BMN terkait kesiapan anggaran 

untuk re-alokasi/distribusi dinamis. 

2. Membuat draf rencana distribusi suntik ke 

Provinsi Papua. 

3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. 

4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua, 

membuat draf laporan ke Biro Keuangan dan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 

 Output kegiatan terhadap pemecahan isu; 

Output 4.2,4.3, 4.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Whole of Government, Etika Publik, 

Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Anti 

Korupsi, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

 Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, dan 

Tangguh 

Tahapan 
kegiatan 1 

dilakukan lebih 

awal dari jadwal 
yang ditentukan. 

Tahap kegiatan 
2-3 dilakukan 

mundur 1 hari 

dikarenakan 

perubahan 
jumlah alkon 

yang diminta 

dari Provinsi 
Papua 

(pengiriman 

harus dilakukan 
1 paket, jika 

terkendala 1 

maka terkendala 
semuanya) 

Tahap kegiatan 

4 dilakukan 28 
Oktober 2019. 

 

Tahap 1  

27 September 2019 

by grup WA 

 

Tahap 2-3 11 

Oktober 2019 by 

grup WA 

 

 

 

 

 

 

Tahap 4 25 Oktober 

2019 by grup WA 
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Kegiatan 5 : Membantu menyiapkan bahan kerjasama re-alokasi pil dengan Provinsi 

Papua Barat 

Penyelesaian Kegiatan Catatan 

Coaching 

Waktu dan Media 

Coaching 

 Tahapan Kegiatan: 

1. Membuat draf revisi jumlah distribusi dinamis 

alkon pil. 

2. Membuat draf rencana distribusi pil ke 

Provinsi Papua Barat. 

3. Membuat draf surat perintah mengeluarkan 

barang ke BMN. 

4. Setelah alkon diterima oleh Provinsi Papua 

Barat, membuat draf laporan ke Biro 

Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

 Output kegiatan terhadap pemecaha isu; 

Output 5.1,5.2,5.3,5.4 

 Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; 

Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Anti Korupsi, 

Etika Publik, Whole of Government, 

Pelayanan Publik, dan Nasionalisme 

 Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; 

Menyelenggarakan KB dan Kespro 

 Penguatan Nilai Organisasi; 

 Kerjasama, Cerdas, Integritas, Ikhlas, Tangguh 

Merupakan 
kegiatan 

tambahan 

karena 
permintaan 

Provinsi Papua 
Barat  

Tahap kegiatan 

4 dilaksanakan 

tanggal 28 
Oktober 2019 

 

Tahap 1-3  

4 Oktober 2019 by 

grup WA 

 

 

Tahap 4 25 Oktober 

by grup WA 
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Pendidikan. Kegiatan peningkatan kompetensi yang berhubungan tidak langsung dengan bidang KB-KR yaitu Workshop 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

sertifikat e-learning 
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Lampiran 6 

Gambar 1.1     Gambar 1.2 

 

Gambar 1.3     Gambar 1.4 
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  Gambar 1.5      Gambar 3.1 

 

 

Gambar 4.1 
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Gambar 2.1     Gambar 2.2 

 

Gambar 5.1     Gambar 5.2 

 

Gambar 5.3     Gambar 5.4 
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Gambar 5.5 

 

 

     Gambar 3.2 Pil Kombinasi     Gambar 4.2 Suntik KB 3 Bulanan 
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Gambar 3.3 Pil mulai diangkat ke Truk 

 

 

Gambar 3.4 Truk Pengangkut 
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